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TABEL 1.1 : Data Penduduk 




 PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 




Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan ا
tidak dilambangkan 
 Ba b ب
Be 
 Ta t ت
Te 
 Sa ṡ ث
es (dengan titik di atas) 
 Jim j ج
Je 
 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 
bawah) 
 Kha kh خ
ka dan ha 
 Dal d د
De 
 Zal ż ذ
zet (dengan titik di atas) 
 Ra r ر
Er 
 Zai z ز
Zet 
 Sin s س
Es 
 Syin sy ش
es dan ye 
 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 Dad ḍ ض




 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 
 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain‘ ع
‘ apostrof terbalik 
 Gain g غ
Ge 
 Fa f ف 
Ef 
 Qaf q ق
Qi 
 Kaf k ك 
Ka 
 Lam l ل
El 
 Mim m م
Em 
 Nun n ن
En 
 Wau w و
We 





 Ya y ي
Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا  
 kasrah I I اِ
 ḍammah U U ا ُ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 




 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  
 fatḥah dan wau au a dan u ى و  
Contoh: 
 kaifa : ك ي ف  
ل     haula : ه و 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 







 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 
atas 






ات    mata :م 
ى  م  ر  : rama 
قِي ل    : qila 
تُ   ي ُمو  : yamutu  
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
ةُ ا أل ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 
ِد ي ن ةُ ا لف ا ِضل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  
بَّن ا  rabbana :ر 
ي ن ا  najjainah :ن جَّ
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 
 al-biladu :ا ل باِل دُ 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 






a. Hamzah di Awal  
تُ   umirtu : اُِمر 
b. Hamzah Tengah 
ن    ta’muruna : ت أ ُمُرو 
c. Hamzah Akhir 
: ش ي ء    : Syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 






 billah بِا َّلاَّ  Dinullah ِدي ُن َّلاَّ 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
ِة َّلاَّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فِي  ر 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Contoh: 
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 




swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 






Nama : REZKY ARFYANI A 
Nim : 10300117061 
Judul : Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba. 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan 
Perda Nomo 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba khususnya 
desa kindang kecamatan kindang kabupaten bulukumba. Pokok masalah tersebut 
di breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 
bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap minuman keras, 2) bagaimana 
efektivitas terhadap pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2002 ? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: yuridis-sosiologis dan komparatif. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah warga masyarakat desa kindang dan sekitarnya yang menjadi 
target informan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan penelurusan referensi. Lalu, tekhnik 
pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat bulukumba khususnya 
desa kindang masih sangat kental dengan yang namanya minuman keras dengan 
adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2002 tentang 
minuman keras menunujukkan bahwa keefektivitasannya masih belum terlaksana 
di desa kindang sehingga masyarakat masih berfikir untuk selalu bermabuk- 
mabukkan akibat tidak adanya sanksi yang akan dikenainya, disini mengapa 
penting dari sebuah informasi itu ketika akan menerapkan yang namanya 
peraturan itu sendiri. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) pemahaman tentang bagaimana 
minuman keras dan dampaknya, 2) masyarakat bulukumba khususnya desa 
kindang lebih membutuhkan informasi yang ada mengenai peraturan daerah yang 
dibuat sehingga sanksi akan diterapkan, 3) bagaimana efektivitas pelaksanaan 






A. Latar Belakang Masalah  
Seluruh hukum yang telah menjadi ketetapan aturan Allah Swt. Untuk  para 
hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan mengandung maslahah. 
Semua perintah Allah Swt. Kepada hamba-Nya untuk melakukan ibadah adalah 
mengandung manfaat untuk dirinya,  baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Dan sebaliknya semua perintah larangan Allah untuk dijauhi hamba-Nya 
terkandung kemaslahatan., yaitu dijauhkannya dari kelalaian dan kerusakan. Segala 
tindakan dan perilaku manusia haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik 
dihadapan Allah SWT. Maupun kepada masyarakattermasuk tindakan dalam 
kehidupan sosial.1 
Demi terciptanya tatanan wilayah yang menganut paham syariat islam, 
Indonesia yang mempunyai masyarakat yang dominan muslim hendaknya 
menjadikan hukum islam sebagai pilar hukum di negara ini agar eksistensi wilayah 
masyarakat muslim tidak keluar pada hakikatnya. Syariat islam bertujuan untuk 
mengatur perbuatan dan tingkah laku agar manusia dapat hidup normal yang patuh 
terhadap perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Dalam tatanan hubungan 
habluminallah dan habluminnas dua aspek ini menjadi patokan untuk membimbing 
hidup menjadi lebih baik, habluminnas yang menyangkut sesama manusia sebagian 
besar  bersifat muamalah.2 Dalam aspek ini ijtihad memiliki peran penting dalam 
menawarkan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan, antara lain qiyas, 
maslahah mursalah, istihsan, ‘urf, dan lainnya. 
 
1 Nur ilma asmawi, kebebasan perempuan dalam memilih calon suami, jurnal mazahibuna, 
vol. 2 No. 2 (desember, 2020), h. 2 





Maslahah mursalah mempunyai defenisi Mutlaq atau fleksibel, dan dalam 
pandangan ulama’ ialah ushul adalah tidak ada hukum ataupun dalil untuk 
menerapkannya karena maslahah mursalah diterapkan untuk mewujudkaan 
kemaslahatan umat dalam memecahkan problematika, yang menjadi anggapan 
diakui tidaknya suatu kemaslahatan. Yaitu mencari jalan tengah dari suatu 
permasalahan dan bahwa kemaslahatan ini merujuk kepada semua orang atau tidak 
terbatas, dan kemaslahatan itu diikuti oleh perkembangan zaman globalisasi atau 
hukum islam kontemporer.3 
Islam selalu mengambil sisi yang banyak mengandung manfaat dan 
kebaikan terhadap umatnya, baik secara nyata maupun tidak nyata. Hal ini dapat 
menyentuh kepada kaidah usuliyah: “menghindari mudharat harus didahulukan 
daripada mencari atau menarik maslahah”.4 Tetapi ketentuan syariat tidak secara 
menyeluruh memberikan solusi dari berbagai problematika umat.  
Masalah sosial adalah fenomena yang menyangkut masyarakat  yang 
defenisinya tidak terbatas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif 
(sudut pandang atau teori). Dalam pandangan soerjono soekanto, masalah sosial 
merupakan kehidupan kelompok sosial yang mebahayakan dan tidaksesuainya 
antara unsur-unsur tradisi (kebudayaan) atau masyarakat. Jika ada perselisihan 
antara unsur-unsur yang dapat memicu munculnya gangguan hubungan seperti 
bentrokan dalam kehidupan berkelompok ataupun bermasyarakat5.  
Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan 
produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang berlaku dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang akan menjadi dasar ketetapan peraturan di indonesia. Salah 
 
3 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Darul Qalam, 2003), h. 110 
4 Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 25 




Satunya pada urutan ketujuh pada undang-undang tersebut ialah peraturan daerah 
provinsi atau kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama 
bupati/walikota. 
Penyelenggaraan otonomi atau otonominasi pemerintah harus berperan 
penting dalam mengatur masyarakatnya sendiri. Otonom memiliki kebijakan 
pemerintah yang didalamnya pemerintah wajib membuat peraturan untuk daerah 
yang dipimpin sendiri dan akan dimintai pertanggung jawaban pada pemerintah 
yang berada di atas otonom. Karena pada dasarnya setiap daerah akan banyak 
kekacauan atau kericuhan yang disebabkan oleh masyarakatnya sendiri, begitulah 
sebagian prinsip manusia akan selalu bertentangan dengan aturan yang ada. Oleh 
karena itu, pemerintah daerah (legislatif) berfungsi untuk selalu mengawasi 
masyarakatnya sendiri dengan aturan yang di buat dengan persetujuan bersama 
pemimpin daerahnya. 
Masalah sosial yang sering diperhadapkan pada kehidupan masyarakat yaitu 
masalah alkoholisme. Alkoholisme yaitu kerusakan terhadap diri sendiri yang 
disebabkan oleh syahwat untuk minum yang bersifat memaksa, sehingga peminum 
akan minum minuman beralkohol tanpa batas atau secara berlebihan dan dijadikan 
suatu kebiasaan. Alkoholisme juga mencakup kekerasan dan adanya perasaan tidak 
dapat hidup tanpa minum6.  
Minuman keras merupakan minuman yang bersifat memabukkan dan dapat 
membahayakan peminum terlebih kepada kaum remaja dan harus dihindari oleh 
kaum remaja karena itu akan berdampak pada masa depannya. Kota Arab sudah 
sangat akrab dengan minuman keras atau beralkohol sebelum islam datang 
membawa ajarannya. Dalam pandangan yusuf qardawi mengemukakan dalam 
 
6Devi anggraeni, “alkoholisme”, http://devianggraeni90.wordpress.com/ 




bentuk Bahasa arab kurang lebih ada 100 kata yang berbeda untuk membahas 
mengenai minuman keras/beralkohol. Disisi lain, ada banyak syair/puisi Arab yang 
muncul sebelum agama islam  datang yang selalu memuja minuman 
keras/beralkohol. Kebiasaan ini menjadi ciri khas yang akrab dengan masyarakat 
terhadap minuman keras/beralkohol. Dalam banyak kasus, kedunya (khamar dan 
alkohol) identik.7 Salah satu ajaran al-qur;an yang berhubungan langsung dengan 
kepentingan umat manusia adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama 
manusia.8 Allah Swt telah menuangkan dalil-Nya sebagai bentuk peringatan bagi 
umat manusia, Q.s. Al-Maidah ayat 90 : 
 
خَميخِسُ  َوال ُر  َمخ اْلخ إِنذَما  آَمُنوا  ِيَن  اَّلذ َها  يُّ
َ
َتنُِبوهُ يَاأ فَاجخ يخَطاِن  الشذ َعَمِل  ِنخ  م  ٌس  رِجخ زخََلُم 
َ َواْلخ نَصاُب 
َ َواْلخ  
لُِحوَن      (٩٠)لََعلذُكمخ ُتفخ
Terjemahnya 
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.9” 
 
Dan beberapa hadist nabi yang menjelaskan tentang keharaman minuman 
keras salah satunya hadist riwayat imam muslim dari ibnu R.A  
“Dari  ibnu umar r.a bahwasanyanabi Saw. Bersabda, segala hal yang berkaitan 
dengan khamrun/khmar adalah memabukkan dan segala sesuatu yang dapat 
memabukkan adalah haram.”(Hadist Riwayat Muslim). 
Umar bin khattab r.a telah mengemukakan tentang makna minuman keras 
(khmar) adalah sesuatu yang dapat membuat pikiran tidak berfikir jernih atau sadar. 
 
7 Andi Reskiani, Gambaran peminum tuak ( studi kasus warga sawere desa bontoraja 
kecamatan gantarang kabupaten Bulukumba )”. Skripsi ( Makassar fak. Dakwah dan komunikasi, 
2016 ), h. 2 
8 Ahmad mujahid dan haeriyyah, interpretasi ayat-ayat ihsan dalam pengembangan hukum 
islam, jurnal mazahibuna, vol 2 No. 2 (Desember, 2020) 
9 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 




Sahabat-sahabat Nabi Saw. juga telah menyepakati penjelasan terkait 
(khamr/minuman keras) ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman 
keras/khamr yang dapat menyebabkan mabuk adalah haram.  
Minum minuman keras dianggap sebagai hal yang masih lazim untuk 
Sebagian kalangan masyarakat dan untuk Sebagian masyarakat lainnya ada juga 
menganggap penting untuk minum minuman keras, bahkan masyarakat ada yang 
harus selalu mengikuti beberapa upacara adat atau tradisi secara langsung,  yang 
mengharuskan untuk minum minuman keras. Walaupun minuman keras ada yang 
menganggap minuman penting bagi masyarakat, tetapi sampai sekarang kajian 
mengenai minuman keras yang berfokus pada aspek sosial-budaya masih minim 
untuk dilakukan pengkajian.   
Akidah dan syariat merupakan format yang telah ditetapkan oleh Allah 
SWT.(al-syari al muthalaq) dan Rasul-Nya (al-syari’ al tsani) sebagai pihak yang 
memiliki otoritas penuh untuk menetapkan syariah. Selanjutnya format itu 
dinamakan dengan ad-din al-islami.10  
Masyarakat Bulukumba sudah tidak asing lagi dengan minuman keras 
terlebih kepada para pemuda dan kalangan bapak-bapak, mereka menganggap 
dengan minum minuman keras dapat menghilangkan sakit kepala, menjadi obat 
penenang dan dapat menambah stamina pada tubuh. Sore hari hingga larut malam 
pemuda ataupun kalangan bapak-bapak mulai mendatangi tempat yang biasanya 
digunakan untuk berkumpul meminum minuman keras. Mengekspresikan diri 
dengan berhalusinasi dan sedikit membuat kerusakan adalah ciri khas dari para 
peminum yang kadang mendatangkan mafsadat.  
B. Fokus Penelitian Dan Deksripsi Fokus 
 
10 Muh. Rezky Ranuwijaya, ikhtilaf dikalangan masyarakat islam kota makassar, jurnal 




1. Fokus penelitian  
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang akan di lakukan. Fokus penelitian harus di ungkapkan secara eksplisit untuk 
mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini di lakukan 
di desa Kindang kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba melalui wawancara 
langsung terhadap masyarakat desa tersebut. Terkhusus untuk masyarakat yang 
suka mengkonsumsi minuman keras akan menjado objek utama dalam wawancara 
namun metode ini lebih kepada kehati-hatian ketika melakukan wawancara agar 
masyarakat yang suka mengkonsumsi minuman keras tidak tersinggung.  
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi 
kesalahpahaman maka peneliti memberikan defenisi mengenai pembahasan skripsi 
ini, di perlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni 
“analisis maslahah mursalah terhadap efektivitas pelaksanaan perda nomor 3 tahun 
2002 tentang minuman keras di Bulukumba ( studi kasus desa Kindang kec. 
Kindang kab. Bulukumba ). 
Pada dasarnya banyak yang membahas tentang bagaimana efektivitasnya 
perda tentang minuman keras di Bulukumba namun hanya menampakkan dari luar 
saja maka dari itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung meneliti pada satu 
desa yang di fokuskan agar analisis mengenai perda tentang minuman keras di 
Bulukumba dapat di teliti dengan baik.  
Minuman keras di Bulukumba khususnya desa Kindang sudah menjadi hal 
yang tabuh untuk di perbincangkan. Sebagian masyarakat sudah sangat bersahabat 
dengan botolan minuman keras bahkan sehari-harinya berkumpul untuk melakukan 




efektivitas pelaksanaan perda tentang minuman keras di Bulukumba, mengapa 
masyarakat ada yang menganggap minuman keras bukan hal yang harus dihindari. 
Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis maslahah mursalah untuk menetukan 
bagaimana efektivitasnya perda yang di buat oleh daerah Bulukumba untuk 
pengawasan minuman keras. 
Dalam pandangan abdul wahab khallaf, maslahah mursalah yaitu maslahah 
yang syar’inya tidak mensyariatkan hukum untuk medatangkan maslahah, dan juga 
tidak didapatkan dalil untuk membuktikan pengakuannya maupun 
pembatalannya.11 
Maslahah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menetukan suatu 
maslahat dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan meminimalisir suatu 
mudharat. Maslahah mursalah dalam penerapannya tidak ada dalil yang di gunakan, 
hanya melihat bagaimana mudharat dapat di hilangkan atau di hindari dan 
mendatangkan manfaat. Dalam hal ini maslahah mursalah di gunakan untuk 
menganalisis efektivitas pelaksanaan perda tentang minuman keras di 
Bulukumba.12  
Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang 
cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang 
meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-
kenakalan, perkelahian dan tindak kriminal lainnya.  
Tindak pidana sosial sering kali terjadi pada kalangan masyarakat meskipun 
ia tahu hukum peraturan perundang-undangan yang membahas segala tidak pidana 
manusia. Namun, itulah manusia terkadang paham akan sosiologi hukum itu namun 
kurang implemetansi dalam kehidupan sehari-hari. 
 
11 Abdullah Wahab khallaf, ilmu ushulul fiqh, terj. Noer Iskandar al-bansany, kaidah-
kaidah hukum islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke VII, 2002), h. 123 
12 Verdian nendra dimas pratama, perilaku remaja pengguna minuman keras di desa 




Maraknya tindak sosial yang menyimpang salah satunya peredaran dan 
orang yang mengkonsumsi minuman keras di Indonesia khususnya kabupaten 
Bulukumba yang seiring dengan meningkatnya kekerasan akibat dari dampak 
minuman keras itu sendiri. Bahaya minuman keras tidak pernah luput dari 
penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat. Trend atau mengikuti globalisasi 
kalah dengan gaya hidup sehat masyarakat, ini merupakan kesadaran masyarakat 
yang harus dijelaskan dan masuk dalam pengawasan terutama kelompok bagian 
pejabat, pemerintah dan agamawan.  
Implementasi atau penerapan peraturan daerah pada Perda Nomor 3 Tahun 
2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba harus lebih ditindak lanjuti dan 
memperhatikan pengawasannya. Dengan adanya aturan yang dapat berjalan dengan 
baik dan sesuai harapan peraturan daerah akan menciptakan lingkungan yang aman 
dan sesuai arahan peraturan daerah. Sehingga tercipta keadaan masyarakat yang 
bisa teratur dengan baik, dan minuman keraspun tidak akan beredar dengan mudah, 
karena peminum akan merenungkan untuk menjual dan mengkonsumsinya. 
Di antara banyaknya peraturan Undang-Undang salah satu aturan yang tidak 
memperbolehkan peredaran minuman keras, supaya masyarakat terhindar dari 
kerusakan, tidak nyaman dan untuk mendapat keamanan dan ketentraman.13 Untuk 
menciptakan suasana lingkungan yang harmonis dan teratur maka dibutuhkan 
kondisi hukum yang mengikat dan penerapan sanksinya dapat membuat seseorang 
jera akan Tindakan yang dilakukan. 
Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini dan orientasinya akan 
terarah, maka penulis membuatkan deskripsi fokus yang menjadi Batasan dalam 
pembahasan ini. Yaitu sebagai berikut : 
 
13 Rahmatiah HL, Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang 
Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Selatan (Perspektif Hukum Islam). Disertasi (Makassar 




a. Penulis meneliti hanya pada bagian implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 
tentang Minuman Keras di Bulukumba dengan menggunakan analisis maslahah 
mursalah. 
b. Penulis hanya akan membahas tentang kedudukan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba. 
c. Penulis hanya akan membahas tentang perilaku masyarakat Bulukumba dalam 
menanggapi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di 
Bulukumba. 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di 
Bulukumba? 
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Di Desa 
Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ? 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Kajian Pembahasan tentang implementasi peraturan daerah Bulukumba 
terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, belum banyak di 
bahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada jurusan Perbandigan 
Mazhab Dan Hukum.  
Hasil penelusuran mengenai pemabahasan pustaka yang penlis lakukana 
pada penelitian Pustaka (library research), penulis hanya menemukan beberapa 
skripsi yang sedikit membahas tentang emplementasi masyarakat tentang Perda 




1. Universitas Hasanuddin melahirkan alumni pada fakultas hukum atas 
nama Khalil Qibran yang menulis skripsi pada tahun 2014 dengan judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol 
Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 
2009-2012)”. Skripsi ini membahas faktor apa yang menjadi penyebab 
sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan  
oleh anak di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Pada hakikatnya 
pembahasan tentang minuman keras sudah ada, pada skripsi pertama lebih 
membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan 
minuman beralkohol dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan 
menganalisis upaya yang ditempuh untuk menanggulangi terjadinya 
penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di 
kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, sedangkan skripsi penulis tujuan 
penelitiannya untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di Bulukumba 
tentang Minuman Keras. 
2. Andi Reskiani A.R alumni fakultas dakwah dan komunikasi Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 
2016 dengan judul “gambaran peminum tuak (studi kasus pada warga 
Sawere Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)”. 
Skripsi ini membahas tentang bagaimana perilaku warga sawere terhadap 
minuman tuak (minuman keras) dan bagaimana Peraturan daerah 
mengatur peraturan tersebut. Pada skripsi kedua lebih membahas tentang 
gambaran peminum tuak (minuman keras) pada warga Sawere Desa 
Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sedangkan 




Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di Bulukumba tentang Minuman 
Keras, karena penelitian skripsinya termasuk pada daerah Bulukumba jadi 
penulis mengambil sebagian referensi pada skripsi tersebut. 
3. Rahmatiah HL alumni pascasarjana gelar doktor bidang syariah dan 
hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menulis dalam 
bentuk disertasi pada tahun 2014 dengan judul “studi kritis terhadap 
pelaksanaan peraturan daerah tentang minuman beralkohol, di Provinsi 
Sulawesi Selatan (perspektif hukum Islam)”. Disertasi ini membahas 
tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang minuman beralkohol, pada 
dasarnya disertasi ini hampir mirip dengan judul penulis dan dapat 
membantu dalam mengumpulkan berbagai penjelasan subjektif karena 
sama-sama membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang 
minuman beralkohol atau minuman keras. 
4. Wilayatul istianah alumni fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya menulis dalam bentuk skripsi pada  tahun 
2017 dengan judul “analisis maslahah mursalah terhadap implementasi 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty di KPP 
Pratama Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang analisis maslahah 
mursalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang tax amnesty pada wilayah Surabaya, pada dasarnya skripsi ini 
hamper mirip dengan judul penulis dan dapat membantu dalam 
mengumpulkan berbagai penjelasan subjektif. 
5. Buku karya Soerjono Soekanto yang berjudul “Pokok-Pokok Sosiologis 





6. Buku karya Irwanti Said yang berjudul “Analisis Problem Sosial”. Buku 
ini membahas tentang pandangan masalah sosial masyarakat. 
7. Buku karya John Wiley Dan Soon yang bejudul tentang “Introduction To 
Organic Chemistry”. Buku ini membahas tentang defenisi alkohol yang 
sebenarnya. 
8. Buku karya Ailah B yang berjudul “Pengantar Psikologi Kesehatan 
Islam”. Buku ini membahas tentang penyakit apa saja yang ditimbulkan 
akibat mengkonsumsi alkohol. 
 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui kedudukan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman 
Keras di Bulukumba. 
b. Untuk mengetahui perilaku masyarakat Bulukumba terhadap Perda Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Minuman Keras. 
c. Mengetahui dengan jelas bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap 
implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Bulukumba. 
2. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan penelitian terdiri dari 2 yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan 
praktis sebagai berikut : 
a. kegunaan ilmiah yaitu Sebagai media referensi dan informasi untuk para 
peneliti yang lain terkait dengan judul implementasi peratutran daerah tentang 




menjadi referensi yag berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya dalam bidang hukum itu sendiri dan dapat menjadi sumbangan 
terutama bagi yang berminat dan mempunyai perhatian terhadap implementasi  
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba. 
b. Kegunaan praktis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan informasi masyarakat luar daerah Bulukumba untuk lebih 
mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Minuman Keras di Bulukumba. Dan Bagi masyarakat Bulukumba lebih 
mengetahui perilaku masyarakat Bulukumba terhadap implementasi Peraturan 


















TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH   
A. Pemgertian Maslahah Mursalah 
Kata maslahah adalah bentuk  masdar dari kata salaha dan saluha, d a n  
secara  bahasa  yaitu  faedah,  kebaikan, dan patut.14 Kata maslahah dan manfa’ah 
telah  masuk kedalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) menjadi maslahat 
dan manfaat yang  artinya sesuatu  yang didalamnya dapat mendatangkan  
kebaikan,  manfaat, dan guna.  Penjelasan tentang defenisis diatas dapat mengambil 
kesimpulan bahwa maslahah adalah segala sesuatu yang berkaitang dengan 
kebaikan, baik mendatangkan kebaikan ataupun menghindari yang namanya 
kemadaratan. Serta selalu mencari manfaat dari masalah yang ada.15
  
 
Penegertian maslahah secara istilah, adapun beberapa pendapat para ulama’, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Al-khawarizmi, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan maslahah 
mursalah adalah mendatangkan kebaikan dan menjauhi yang namanya 
kerusakan atau kebinasaan. Dari pendapat yang dijelaskan beliau hanya 
melihat dari satu sisi sudut pandang yang semata-mata hanya 
menghindarkan yang namanya kerusakan atau mafsadat padahal 
kemaslahatan ketika dipandang secara umum yaitu harus 
mempertimbangkan sisi manfaat yang akan didapatkan.16 
2. Muhammad Said Ramadan al-Buhti,  beliau berpendapat sesuai dari 
kitab dawabit al-maslahah fi-shyariah al-islamiyah al-maslahah 
adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat 
 
14 Asnawi,Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta: Amrah, 2011), h. 128 
15 Abbas arfan, geneologi pluralitas mazhab dalam hukum islam, (malang: UIN Malang 
press, 2008), h. 82 




yang sesuai syari’at, demi menjaga agama, pikiran (jiwa), akal, tahta, 
tahta dan keturunan mereka.17 
3. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahah pada umunya adalah 
jalan untuk meraih kebaikan atau manfaat dan ataau menolak kerusakan 
(mafsadat). Yang dimaksud Imam A l - Ghazali meraih kebaikan adalah 
segala sesuatu yang berkaitan untuk menjaga agama Allah dan kebaikan 
sesama manusia.18 
4. Muhammad Tahir  Ibnu ‘Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal 
Muhtar  adalah  ketentuan hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau 
masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan  berdasarkan dalil 
maslahah  karena adanya alasan- alasan berikut ini:19 
a. Hukum  dapat membawa kebaikan kepada masyarakat, dengan adanya hukum 
maka dapat diwujudkan hukum dengan sebaik mungkin.  
b. Hukum dapat  menjauhkan dari kemafsadatan atau kelalaian terhadap manusia 
yang berkelompok ataupun personal.  
c. Hukum dapat menuntun kearah yang lebih baik dan menjauhkan kepada 
keburukan. Pada hakikatnya ada suatu perbuatan yang boleh dikerjakan 
atau ditolerir oleh syara’, akan tetapi jika dikerjakan maka akan 
mendatangkan kemadaratan dan hal ini dengan tegas dilarang oleh agama 
ataupun syari’at. 
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama’ di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa maslahah memiliki tujuan semata-mata untuk mendatangkan 
 
17 Dahlan tamrin, filsafat hukum islam, h. 116 
18 Asafri jaya  bakri, konsep maqasyid al-syariah menurut al-syatibi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 61 
19 Kemal muhtar, maslahah sebagai dalil penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah 




kebaikan, meraih manfaat, dan menjauhi yang namanya kerusakan atau mafsadat. 
Dengan menjadikan agama sebagai pilar yang harus dijaga serta akal dan pikiran. 
Dalam kitab ushul fiqih ada beberapa dalil yang dapat menguatkan tentang 
analisis maslahah mursalah, antara lain dalil yang menyebutkan : 
Pertama adalah kaidah fiqih yang berbunyi : 
يَُزال الَضَرُر   
Artinya :“Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang  
 kepentingan lebih kecil.”20 
Kedua, kaidah fiqih yang mengatakan : 
 دَْرُء اْلَمفَاِسِد ُمقَدٌَّم َعلـَى َجلـِْب الـَْمَصاِلح  
Artinya : “Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat 
 kebaikan.”21 
Ketiga, kaidah fiqih yang berbunyi : 
ِعيَِّة َمنُْوٌط بـِا لـَْمْصلََحة  ُف االَماِم َعلـَى الرَّ  تـََصرُّ
Artinya :”Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan  kepentingan 
rakyat.”22 
Keempat, kaidah fiqih yang mengatakan : 
يُدَْرُك آُلُّهُ الَيُتَْرُك آُلُّهُ َماالَ   
Artinya :”Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian
 meninggalkan semua.”23 
Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi 
atas tiga bagian yaitu: 
a. Maslahah Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam 
kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan 
harta.  
b. Maslahah Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya 
mas{lah{ah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar 
tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan 
 
20 Abdul hamid hakim, mabadi awaliyah, (Jakarta: sa’adiyah putra, 1927), hlm 32  
21 Abdul hamid hakim, mabadi awaliyah, hlm 35  
22 Abdul hamid hakim, mabadi awaliyah, hlm 40 




mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan 
kesempitan dan kesukaran baginya.  
c. Maslahah Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak 
terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, 
sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan 
hidupnya. 
Pembagian Maslahah dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, 
maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya, maslahah berdasarkan ada atau tidak 
syariat Islam dalam penetapannya. 
1. Maslahah bedasarkan tingkat kebutuhannya 
Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada 
pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokoksyari’at (Maqasid Syari’ah ), 
maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan 
akan maslahah, yakni:  
a. Maslahah Daruriyah (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang 
berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. 
Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memeilahara agama, memelihara jiwa, 
memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari 
kemaslahatan  ini disebut dengan masalih khamsah.  
b. Maslahah Hajiyyah (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh 
oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan 
kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai 
manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah 
(keringanan) dalam ibadah.  
c. Maslahah Tahsiniyah (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur 




kebiasaan kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang 
dipandang sebaliknya oleh akal. 
2. Maslahah dari segi kandungan 
Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama’ membagi mas{lah{ah 
kepada dua tingkatan yakni: 
a. Mas{lah{ah ‘Ammah (mas{lah{ah umum) yang berkaitan dengan kepentingan 
orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua 
orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan 
umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang 
dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. 
b. Mas{lah{ah Kha>ssah (mas{lah{ah khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang 
tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi sesorang istri agar hakim 
menetapkan keputusan fasah{ karena suami dinyatakan hilang. 
3. Maslahah dilihat dari segi keeradaan  
Mas}lah{ah menurut syara’ Sedangkan mas}lah{ah dilihat dari segi keberadaan 
mas}lah{ah menurut syara’, menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi 
tiga, yaitu: 
a. Mas{lah{ah Mu’tabarah yaitu mas{lah{ah yang secara tegas diakui oleh syariat dan 
telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. 
Misalnya:  
1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam 
menerapkan tujuan syariat yang bersifat d{aruriyah ini harus melindungi 
agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu 




2) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan 
aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang 
lain, dalam firman Allah surat al-Isra’ ayat 33: 
 
ِّۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعلَۡنا لَِوِل ِهِۦ  ِ  بِٱۡۡلَق 
ُ إَِلذ خ ٱنلذۡفَس ٱلذِِت َحرذَم ٱَّللذ  ُسلَۡطَٰٗنا َوََل َتۡقُتلُوا
 ٣٣  فَََل يُۡسِف ّف ِ ٱلَۡقۡتِلِۖ إِنذُهۥ ََكَن َمنُصوٗرا 
Terjemahnya : 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”24 
3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap 
sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak 
kesehatan akal harus segera disingkirkan. Sebagaimana dalam firman 
Allah surat al-Maida>h ayat 91: 
ن يُوقَِع بَيَۡنُكُم ٱلَۡعَدََٰوَة َوٱۡۡلَۡغَضآَء ِّف 
َ
ۡيَطَُٰن أ ُكۡم َعن إِنذَما يُرِيُد ٱلشذ   ٱْۡلَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسِ َويَُصدذ
نَتُهوَن   نُتم مُّ
َ
لَوَٰةِِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصذ  ٩١ذِۡكرِ ٱَّللذ
Terjemahnya :   
“Sesungguhnya syaitan itu bermaksudhendakmenimbulkan permusuhan da 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamudari mengingat  Allah SWT dan sembahyang, maka 
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”25 
4) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia 
adalah mahkluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi 
oleh syariah.36 Ayat firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 70: 
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ۡمَنا بَِِنٓ َءاَدَم  لَۡنَُٰهمۡ ۞َولََقۡد َكرذ ي َِبَِٰت َوَفضذ َِن ٱلطذ ِ َوٱۡۡلَۡحرِ َوَرزَقَۡنَُٰهم م   وَََحَلَۡنَُٰهۡم ِّف ٱلَۡب 
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيَٗل   ِمذ َٰ َكثرِيٖ م   ٧٠  لََعَ
Terjemahnya : 
“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”26 
Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan 
secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya. Misalnya, 
Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.38 
Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 29: 
 
خ ََل  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
َٰٓأ ن تَُكوَن تَِجََٰرًة َعن تََراٖض يَ
َ





َ ََكَن بُِكۡم رَِحيٗما   نُفَسُكۡمۚۡ إِنذ ٱَّللذ
َ
خ أ ِنُكۡمۚۡ َوََل َتۡقُتلُٓوا  ٢٩  م 
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan  harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan  perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya Allah  adalah Maha Penyayang kepadamu.”27 
b. Maslahah Mulgha merupakan sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran 
tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan 
syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba> dianggap maslahah. 40 
Ketetapan seperti itu bertentangan dengan nass al-Quran dalam surat al-Baqarah 
ayat 275: 
 
 ِ َٰل ۚۡ َذ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس  ِي َيَتَخبذُطُه ٱلشذ
خ ََل َيُقوُموَن إَِلذ َكَما َيُقوُم ٱَّلذ ا ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
ِيَن يَأ  َك ٱَّلذ
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خۚۡ َفَمن َجآَءهُ   ا ِبَوَٰ َم ٱلر  ُ ٱۡۡلَۡيَع وََحرذ َحلذ ٱَّللذ
َ
خْۗ َوأ ا ِبَوَٰ خ إِنذَما ٱۡۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلر  نذُهۡم قَالُٓوا
َ
ِن بِأ  ۥ َموِۡعَظةٞ م 
ۡصَحَُٰب ٱنلذ  
َ
َٰٓئَِك أ لَ وخ
ُ
ِِۖ َوَمۡن ََعَد فَأ ۥٓ إََِل ٱَّللذ ۡمُرُه
َ
ب ِهِۦ فَٱنَتََهَٰ فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ  ارِِۖ ُهۡم فِيَها خ رذ
ونَ   ٢٧٥  َِِلُ
Terjemahnya :  
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri  melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang  telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 
baginya apa yang telah diambilnya  dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah)  kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang  itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”28 
c. Maslahah Mursalah adalah maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil 
pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas 
maslahah mursalah ini termasuk jenis maslahah yang didiamkan oleh nash. 
Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud maslahah 
mursalah ialah: ‚Maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya 
maupun pengakuannya. Dengan demikian maslahah mursalah merupakan 
maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan 
dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari 
kemadaaratan. 
Urgensi Maslahah Mursalah Dalam Pelaksanaan Hukum Menurut para 
ulama usul sebagian ulama menggunakan istilah maslahah mursalah itu dengan 
kata al-munasib al-mursal. Ada pula yang menggunakan al-istislah dan ada pula 
yang menggunakan istilah al-istidlalal-mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun 
tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan 
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yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas maslahah dapat ditinjau dari 
tiga segi, yaitu:  
1. Melihat maslahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya 
pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa 
sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, 
kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan 
pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi 
ini disebut maslahah mursalah.  
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-wasf al-munasib) yang 
mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu 
kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang 
sesuai dengan tujuan lain syara’, untuk menjaga status antara keturunan. 
Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah 
yang dinamakan al-munasib al-mursal.  
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah yang 
ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus 
bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’. Proses 
seperti ini dinamakan istislah (menggali dan menetapkan suatu maslahah). 
 
B. Pendapat Para Imam Mazhab Tentang Maslahah Mursalah 
Adapun pendapat para imam mazhab yaitu : 
1. Menurut jumhur hanafiyyah dan syafi’iyyah mengemukakan tentang 
maslahah mursalah adalah mereka sepakat bahwa hal-hal yang akan 
mendatangkan kebaikan ataupun manfaat. Hanya saja jumhur hanafiyyah 
dan syafi’iyyah  memasukkan sumber-sumber hukum islam salah satunya 




illat mundhabiyah (tepat). Sehingga dalam ikatan hukum itu terdapat 
ruang untuk mendatangkan kemaslahatan. Hasil pemahaman ini akan 
berlandaskan pada maslahat yang dibenarkan syari’at dan hampir tidak 
menemukan penjelasan mengenai maslahah mursalah yang tidak 
memiliki dalil untuk membenarkannya.29 
2. Menurut golongan malikiyyah dan hanabilah mereka mengemukakan 
bahwa hukum semata-mata untuk kemaslahatan, dan tanpa melibatkan 
qiyas didalamnya. Menurut pandangan imam malik dalam menetapkan 
dalil harus memenuhi tiga syarat untuk dijadikan dasar pembentukan 
hukum, yaitu : pertama, peristiwa yang dihadapi merupakan bidang 
mu’amalah demi menghindari peristiwa atau kasus yang menyangkut 
tentang ibadat. Kedua, kasus yang dihadapi tidak boleh bertentangan 
dengan salah satu sumber hukum islam. Ketiga, kasus yang dihadapi atau 
kepentingan tersebut harus bersifat umum dan darurat, bukan yang bersifat 
berlebihan. Bersifat umum meliputi cara menjaga agama, kehidupan, 
pikiran dan harta. Sedangkan yang bersifat darurat meliputi hal-hal yang 
berhubungan tentang dunia atau kehidupan seperti hiasan dan tambahan 
(berlebihan).30 
Dalam masalah ini, para imam mazhab sepakat dengan yang 
namanya maslahah. Akan tetapi 2 golongan ulama’ hanafiyyah dan 
syafi’iyyah menambahkan maslahah ke dalam salah satu sumber hukum 
islam yaitu qiyas. 2 golongan jumhur ulama’ ini memang keras dalam 
menanggapi permasalahan agar tercipta kebaikan yang diinginkan sehingga 
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terhindar dari kemudharatan serta kehati-hatian dalam pengambilan 
keputusan dalam menetapkan hukum. 
C. Landasan Maslahah Mursalah  
Landasan yang dapat dijadikan sumber mengapa maslahah mursalah bisa 
dijadikan sumber hukum dapat dijelaskan dalam al-qur’an dan hadist, ayat-ayat  al-
qur’an sebagai berikut : 
1. Q.S Yunus : 57 
َها يُّ
َ
َٰٓأ ب ُِكۡم وَِشَفآءٞ ل َِما ِّف  ٱنلذاُس  يَ ِن رذ وِۡعَظةٞ م  دُ قَۡد َجآَءتُۡكم مذ  ٱلصُّ
ُمۡؤِمننَِي  ورِ 
  ٥٧َوُهٗدى َورََۡحَةٞ ل ِلۡ
Terjemahnya : 
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman.(Q.S Yunus: 57)31 
 
2. Q.S Yunus : 58 
 
ِ بَِفۡضِل  قُۡل  ا ََيَۡمُعوَن  ۦَوبِرََۡحَتِهِ  ٱَّللذ ِمذ خ ُهَو َخرۡيٞ م  َٰلَِك فَلَۡيۡفرَُحوا   ٥٨فَبَِذ
Terjemahnya : 
“Katakanlah : dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka 
bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan.”(Q.S Yunus: 58)32 
 
3. Q.S Al-Baqarah: 220 
 
 
ۡنَيا ِّف  ِۖ لُونََك َعِن  ََويَۡس  ٱٓأۡلِخَرةِِّۗ وَ  ٱِلُّ ذُهۡم َخرۡيِٞۖ ِإَون  ٱۡلََتََٰمَٰ قُۡل إِۡصََلٞح ل
َٰنُُكۡمۚۡ وَ  ُ ُُتَالُِطوُهۡم فَإِۡخَو ُ َولَۡو َشآَء  ٱلُۡمۡصلِِح  ِمَن  ٱلُۡمۡفِسدَ ُم َيۡعلَ  ٱَّللذ  ٱَّللذ
ۡعَنَتُكۡمۚۡ إِنذ 
َ
َ َْل   ٢٢٠َعزِيٌز َحِكيٞم  ٱَّللذ
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“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang 
anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik!dan jika 
kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah 
mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika 
Allah mengehendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah 
maha perkasa, maha bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah: 220)33 
 
Adapun ketentuan atau nash dari Assunnah yang digunakan dalam penetapan 
hukum dengan prinsip maslahah mursalah adalah sabda Rasulullah Saw. Atau yang 
disebut hadist Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang 
berarti. Rasulullah Saw. Bersabda : 
”Dari muhammad ibnu yahya menceritakan kepada kami, bahwa abdurrazaq juga 
menceritakan kepada kami. Dari jabir al-jufiyyi dari ikrimah dari ibnu abbas : nabi 
Saw. Bersabda, jangan mebuat diri dalam bahaya atau mazdarat dan jangan pula 
membuat bahaya kepada orang lain. (Hadist Riwayat Ibnu Majjah) 
Sesuai landasan-landasan yang disebutkan diatas mengenai maslahah 
mursalah maka kaidah-kaidah tentang maslahah mursalah, yaitu:  
a. Menolak  kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. 
b. Meraih kemaslahatan dam menolak kemudaratan. 
c. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan. 
d. Kemudaratan dapat dihilangkan. 
Masalah ini telah dijelaskan dalam metode atau prinsip syara’ yang perlu di 
perhatikan. Jika dalam suatu masalah terdapat adanya kebaikan atau mendatangkan 
manfaat, namun disisi lain terdapat mudharat, maka wajib mendahulukan 
menghilangkan mudharat tersebut sebelum mencari atau mendatangkan kebaikan 
dan manfaat. Karena kelalaian atau mafsadat secara jelas dapat lebih cepat proses 
penularannya dibandingkan dengan mendatangkan kebaikan atau manfaat.  
D. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras 
 




1. Pengertian dan jenis minuman keras 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Menkes/Per/IV/77 (1978 : 
187) mengemukakan bahwasanya minuman keras yaitu :  
“segala sesuatu tentang minuman keras tetapi bukan dari golongan obat keras yang 
termasuk tipe A, B, C.” 
Pada KUHP (soesilo 1986 : 344) menerangkan bahwa yang diamksud 
dengan minuman keras adalah apa yang tertuang pada pasal 537 KUHP, minuman 
keras merupakan minuman yang didalamnya terdapat kadar alkohol yang dapat 
mebuat orang akan kecanduan dengan minuman tersebut.  
Dan dijelaskan lebih rinci oleh keputusan menteri perindustrian dan 
perdagangan republik indonesia no. 359-360/10/1997, disebut minuman beralkohol 
yakni :  
“Minuman keras merupakan minuman yang didalamnya terdapat ethanol yang 
berasal dari hasil pertanian yang didalamnya juga terdapat karbohidrat yang 
difermentasi dan destilasi, tidak adanya destilasi, baik yang diproses terlebih 
dahulu ataupun tidak dengan menggunakan campuran konsentrat dengan ethanol 
atau dengan cara pengencaran minuman dengan alcohol.”  
Ada 2 jenis golongan minuman keras yang beredar di masyarakat, yaitu : 
2. Dampak Minuman Keras  
1) Minuman keras Minuman keras tradisional yaitu tidak mempunyai 
campuran apapun artinya masih sangat alami dan tanpa disentuh 
oleh mesin pabrik yang mengolahnya. Dan bentuknya pun masih 
berupa cairan alami tidak mengandung bahan-bahan alkohol 
lainnya.  
2) Minuman keras modern yaitu minuman keras yang mempunyai 
kadar alkohol sesuai yang dicantumkan pada kemasan dan 




yang mengolahnya. Dan Minuman keras modern ini diproduksi 
tidak hanya dari impor melainkan diekspor pula.34 
mengandung zat kimia sebagai campuran alkohol tersebut, semakin banyak 
kadar alkohol yang digunakan maka semakin tinggi pula resiko pengaruh terhadap 
kesehatan. Dan sebaliknya jika minuman keras menggunakan alkohol kadar rendah 
tetapi di konsumsi secara terus-menerus atau yang berkelanjutan akan 
menimbulkan jumlah yang besar didalam tubuh sama saja dengan mengkonsumsi 
alkohol dalam kadar tinggi. Semuanya akan beresiko terhadap kesehatan dan dapat 
menimbulkan gejala-gejala diluar batas akibat terlalu banyak atau terlalu sering 
mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. 
Sebenarnya minum minuman baralkohol tidak masalah jika diminum pada 
dosis yang kecil pada saat-saat tertentu, misalnya saat cuaca dingin atau sehabis 
makan daging, kerena kemampuan alkohol untuk meningkatkan metabolisme serta 
suhu tubuh, namun selain itu selebihnya alkohol malah disalahgunakan sehingga 
yang muncul lebih banyak adalah dampak negatif ketimbang dampak positifnya.  
Dampak negatif yang ditimbulkan akibat minum minuman keras antara lain: 
Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan 
berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya menampilkan ciri fisik 
yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat 
buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus, menurut penuturan orang di daerah 
tersebut, hal itu kerena mereka minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. 
Selain itu mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering bagadang.  
Hal tersebut baru yang terlihat dari luar, belum penyakit-penyakit lain yang 
juga ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit hati, 
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jantung, dan otak. Akibat begadang minum sampai larut malam maka tentu tubuh 
mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka 
membutuhkan uang untuk hidup dan membeli alkohol tentunya, begitu pula bagi 
yang masih sekolah, di sekolah akan mengantuk dan tidak konsentrasi terhadap 
pelajaran. Sehingga secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada 
ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah. Jika dilihat dari segi sosial, 
kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti 
misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta 
penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa 
daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol.35 Selain itu minuman keras 
juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT). 
H.M. Ridha Ma’roef dalam bukunya menjelaskan bahaya akan minuman 
keras ialah sebagai berikut : 
a. Menurunkan daya tahan tubuh dikarenakan terlalu banyak mengonsumsi kadar 
alkohol sehingga menyebabkan sakit kepla luar biasa atau yang disebut pingsan. 
b. Kadar tinggi dapat mnyebabkan peminum akan betul-betul mabuk dan tidak 
sadarkan diri  atau seperti orang gila. 
c. Dosis yang tinggi  akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir 
lambung, berakibat percernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan 
kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin ABCDE dan kekurangan 
protein. 
d. Alkohol memiliki dampak terhadap organ tubuh salah satunya  rusaknya sel-sel 
hati dan terjadi penyempitan organ sehingga banyak peminum berat akan 
meninggal secara tiba-tiba. 
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e. Alkohol dapat memperlambat kerja otak dalam berfikir dan kadang 
berhalusinasi yang tinggi sehingga hal-hal yang negatif akan muncul seketika 
dalam pikiran.36 
E. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras 
Tuntutan yang diharapkan pada era reformasi di Indonesia salah satunya 
ialah penegakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode 
sentralisasi dinilai sangat merugikan kepentingan daerah untuk mengelola 
wilayahnya sendiri. Solusi mengatasi hal itu adalah dengan adanya kebijakan 
otonomi daerah yang secara menyeluruh meliputi seluruh kabupaten/kota (tingkat 
dua) dan otonomi khusus untuk sebagian wilayah provinsi atau tingkat satu 
mengambil sisi manfaat dengan menyampaikan apa yang menjadi keinginan 
wilayah sesuai kemapuan dan ciri khasnya.37 
Pada kehidupan masyarakat kontemporer, kebijakan publik atau biasa 
disebut dengan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan dari pemerintah yang 
merupakan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
publik dan atau yang menyangkut tentang publik lainnya.38 
Perda adalah peraturan tertinggi yang berada di daerah yang perumusannya 
melibatkan eksekutif dan legislatif. Perda jauh lebih sulit dalam pembuatannya 
dibandingkan dengan peraturan daerah yang lain. Menurut Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk hukum daerah, pada 
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pasal 2 dituliskan ada lima jenis produk hukum daerah salah satunya peraturan 
daerah.39 
Otonomi yang jelas yaitu perluasan daerah untuk mewujudkan kekuasaan 
pemerintahan dalam mengatur wilayahnya. Pada bidang tertentu dibutuhkan aksi 
secara nyata yang bisa menghidupkan dan mengembangkan daerah. Sedangkan 
otonomi yang sesuai pertanggung jawaban merupakan aksi nyata untuk 
diberlakukan peraturan daerah sebagai akibat hak dan kewajiban kepada daerah 
dalam mewujudkan penerapan peraturan yang sesuai harapan.40 
Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintah perlahan-
lahan akan mengeluarkan kebijakan yang dibuatnya sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Saat ini kita bisa mengamati kebijakan peraturan pemerintah yang akan 
di keluarkan. Salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Minuman Keras. Minuman keras dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam 
firmanNya melalui pesan-pesan yang terkandung didalamnya begitupun dengan 
hadist nabi yang telah dimuat dalam beberapa kitab-kitab hadist yang telah di 
bukukan. Dalam dalil-dalil mengenai minuman keras telah dijelaskan sanksi yang 
akan berdampak pada peminum minuman keras dan tidak bisa dipungkiri kasus 
minuman keras perlu pengawasan yang lebih lagi untuk mengawasi penggunaan 
minuman keras. Akal sebagai perantara pembeda antara manusia dengan ciptaan 
yang lainnya, maka al-Qur’an, sunnah, dan sejumlah sumber hukum lainnya pun 
mengaturnya. larangan dan sanksinya telah tertuang jelas tidak lain untuk 
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Terjemahnya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) 
itu agar kamu beruntung.”41 
Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba telah di 
keluarkan dan disahkan pada tanggal 12 Maret 2002, dengan dikeluarkannya perda 
tentang minuman keras sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini marak 
dengan minum minuman keras secara terbuka dan terang-terangan. Masyarakat di 
Bulukumba dikenal dengan masyarakat yang gemar berinteraksi dengan minuman 
keras, banyaknya kasus yang melibatkan masyarakat Bulukumba selalu terjerat 
dengan minuman keras membuat pemerintah harus mengeluarkan sendiri peraturan 
daerah untuk mengatur daerahya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras yang mengatur mengenai 
Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Keras 
diharapkan kedepannya dapat membuat masyarakat Bulukumba lebih patuh dan 
paham akan dampak dari minuman keras. Masalah minuman keras akhir-akhir ini 
telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan 
masyarakat. Kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan, penganiayaan, 
pembunuhan pelakunya biasanya menggunakan minuman keras atau efek dari 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian 
lapangan (Field Research Kualitatif) yaitu menghimpun data dengan mengadakan 
wawancara langsung kepada masyarakat desa Kindang yang menjadi studi kasus 
dalam penelitian ini.  
2. Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian di lakukan di kabupaten Bulukumba khususnya desa 
Kindang kecamatan Kindang yang kaitannya dalam skripsi ini yaitu 
masyarakat desa Kindang di kenal sudah sangat bersahabat dengan minuman 
keras. 
Peneliti memilih desa Kindang sebagai objek utama yang akan di 
wawancarai dalam studi kasus ini, masyarakat desa Kindang punya ciri khas 
khusus dengan minuman keras sehingga peneliti tertarik meneliti di desa 
tersebut. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan yuridis normative 
Penelitian ini tergolong penelitian normatif. Dalam penelitian hukum, jenis 
ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normative atau penelitian hukum 




dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.42 
Pendekatan ini mengonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan.43 Selain itu pendekatan normatif berarti mengkaji 
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 
masyarakat. Analisis kualitatif dilakukan apabila data yang terkumpul tidak berupa 
angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sulit diukur dengan 
angka, hubungan antar variable tidak jelas, sample lebih bersifat probebilitas, 
pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 
penggunaan teori kurang diperlukan.44 
2. Pendekatan yuridis sosiologis  
Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Artinya suatu penelitian yang 
dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 
maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju 
pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju pada 
penyelesaian masalah (problem-solution).45 
Jadi, berdasarkan pendekatan yuridis berarti pemahaman agama Islam secara 
hukum menurut islam. Hukum yang digunakan umat Islam adalah berdasarkan al- 
Qur’an dan wahyu yang diturunkan Allah swt. kepada nabi. 
3. Pendekatan Normative Syar’i 
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif syar’i yaitu pendekatan 
terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik itu berasal dari al-
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qur’an, al-hadist, kaidah ushul fiqih dan pendapat para ulama dalam memandang 
sebuah permasalahan terkait dengan efektivitas pelaksanaan perda nomor 3 tahun 
2002 tentang minuman keras di Bulukumba.  
Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta 
dilapangan berkaitan dengan minuman keras di Bulukumba khusunya desa 
Kindang kec. Kindang kab. Bulukumba lalu mengkaji berdasarkan hukum islam 
dalam memandang efektivitas perda tersebut. Kemudian menganalisisnya apakah 
sudah sesuai dengan hukum islam atau seperti apa, pada akhirnya menemukan 
alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan 
dengan hukum islam. 
Jadi, peneliti dalam penelitian ini yang menjadi partisipan aktif dengan 
informan untuk dapat mengkaji dan memahami lebih jauh untuk 
menginterpretasikan suatu makna peristiwa interaksi.46 Sehingga dapat 
menghasilkan data yang baru mengenai hasil penelitian yang di temukan. 
C. Sumber Data  
Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subyek dari mana data 
tentang obyek yang diteliti itu dapat diperoleh dan di kumpulkan.47 Sehingga 
sumber data merupakan salah satu yang fundamental dalam suatu penelitian. 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Sumber Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama.48 Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini 
adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 
masyarakat desa Kindang sebagai objek utama. 
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2. Sumber data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai 
pendukung data pokok atau dapat pula didefenisiskan sebagai sumber data 
yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat 
memperkuat data pokok.49 Data sekunder antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, serta buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, 
buku harian dan sebagainya.50 Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen 
atau buku-buku bacaan terkait minuman keras. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu : 
1. Observasi  
Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan 
data yang lebih jelas.51 Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan alat 
bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga 
seluruh data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat langsung dicatat. 
2. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti 
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foto, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi 
penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam upaya memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan 
instrument penelitian. Eksistensi instrument dalam suatu penelitian menjadi salah 
satu unsur penting karna berfungsi sebagai alat bantu dan sarana dalam 
mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument 
penelitian yang digunakan. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu: 
1. Pedoman wawancara; digunakan sebagai landasan untuk mengetahui etika 
dan tata cara dalam melakukan wawancara kepada informan. 
2. Buku catatan dan alat tulis; digunakan oleh peneliti untuk mencatat hal-
hal yang penting dan menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
3. Kamera; digunakan sebagai alat dokumentasi pada saat peneliti 
melakukan wawancara dengan informan. 
F. Tekhnik Pengolahan Dan Analisis Data  
1. Pengolahan data  
Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, 
dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal 
pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan 
sebelum verifikasi/kesimpulan peneliti didapatkan. 
Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 




data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
Pengambilan kesimpulan adalah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan. 
2. Analisis data  
Dari data-data penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa 
permasalahan tersebut secara kualitatif, yaitu cara menganalisa data tanpa 
mempergunakan perhitungan angka, melainkan dengan mempergunakan sumber 
informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan,52 dengan 
metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat 
khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum.53 
G. Pengujian Keabsahan Data 
1. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 
peristiwa akan dapat di rekam seara pasti dan sistematis.54 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung  
untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Sebagai contoh, data hasil 
wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang 
diperoleh menjadi kredibel atau lebih dipercanya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti 
akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebaga bahan 
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A. Gambaran umum lokasi penelitian (Desa Kindang Kecamatan Kindang 
Kabupaten Bulukumba) 
1. Sejarah Berdirinya Desa Kindang 
Desa Kindang merupakan salah satu desa dari (9) Sembilan Desa yaitu Desa 
Tamaona, Anrihua, Garuntungan, Oro, Balibo, Mattirowalie dan Kelurahan 
Beronrappoa yang ada di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Desa 
Kindang terdiri atas empat dusun yakni dusun Bungayya, Mattiro Deceng,  Sapaya 
dan dusun cibollo. Desa Kindang merupakan desa paling utara dan tertua di wilayah 
Kecamatan Kindang. Sekaligus menjadi nama kecamatan. Desa ini berada di lereng 
gunung Lompobattang. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini. 
Penamaan Kindang berasal dari bahasa Belanda yaitu Kindom yaitu Kerajaan. 
Salah satu somboyang dalam peperangan adalah Buri Cilampa’na Kindang yang 
melambangkan Ayam Jantang Putih bercampur bilu hitam satu lembar sebagai 
bendera kemenangan. 
Adapun daftar nama-nama Karaeng Kindang sebagai berikut: 
a. Raja Pertama adalah I Masanrangan Dg. Manai (Karaeng Mannangngi 
Bangsawan dari Gowa sejaman dengan Karanta Data) 
b. Raja II Karaeng Canggoreng 
c. Raja III karaeng Alomoa 
d. Raja IV Parappa Dg. Marewa bergelar Karaeng Cammoa 
e. Raja V Paduai Daeng paewa bergelar Karaeng Lompoa 
f. Raja VI Sudari Dg. Marowa 




1. Karaeng Salengke (1948-1954) 
2. Karaeng Sudari (Kepala Distrik Kindang) 1954 
3. Karaeng Maddolangan (1954-1959) 
Pada masa pemerintahan Karaeng Maddolangan tepatnya pada Juli 1959 
dengan lahirnya UU No. 29 tahun 1959 tentang penggabungan daerah-daerah 
tingkat dua maka distrik meletakkan jabatan sebagai PNS dan tidak mau bergabung 
dengan Gantarang 
Pada masa penggabungan tersebut bekas distrik Kindang terbagi menjadi dua 
Desa. Yakni, Desa Kindang dan Desa Borongrappoa dibawah kendali perwakilan 
Kindang Amuktassin AS, BA (Karaeng Reje=Karaeng Loloa)di bawah ini adalah 
sejarah perkembangan Desa Kindang: 
Adapun Perkembangan Sejarah Desa Kindang yaitu: 
a. Tahun 1959-1962 
Dengan terbitnya Undang-Undang no. 29 tahun 1959 tentang penggabungan 
daerah-daerah tingkat II dari Kindang kemudian menjadi Desa Kindang dibawah 
kendali pemerintahan DI/TIII atau KDTI. 
b. Tahun 1962-1964 
H. A. Pangotting diangkat menjadi pelakasana tugas pemerintahan Desa 
Kindang 
c. Tahun 1965-1966 
Setelah H. A. Pangottinga mengundurkan diri dari jabatan Pelakasana 
Pemerintah Desa Kindang, kemudian beliau digantikan oleh A. Mannaungi AS 
sebagai pelaksana Pemerintahan Desa Kindang. 
d. Tahun 1966-1982 
Seteleah Desa Kindang menjadi defenitif, maka yang terpilih menjadi kepala 




beliaulah yang merintis dan membentuk jalan poros Borongrappoa-Kindang. 
e. Tahun 1982-2002 
Kepala Desa Kindang yang kedua adalah Alimuddin MAT. Pada masa 
pemerintahan beliau, Desa Kindang terpilih menjadi juara I Lomba Kelompok Tani 
“KTP Lestari” tingkat provinsi Sul-Sel. Beliau juga memekarkan Desa Kindang 
menjadi dua yakni Desa Kindang dan Desa Tamaona. 
f. Tahun 2002 
Alimuddin MAT mengundurkan diri dari jabatannya dan A. Mahyuddin 
(camat Kindang) di tunjuk untuk menjadi pelaksana tugas kepala desa Kindang. 
g. Tahun 2002-2004 
Setelah diadakan pemilihan kepala Desa pada saat itu, yang terpilih adalah A. 
Oddang Bin A. Mannaungi . namun, beliau meninggal sebelum masa jabatannya 
selesai (sebelum tahun 2003) 
h. Tahun 2004 
Setelah A. Oddang AM meninggal, A. Mahyuddin ditunjuk kembali menjadi 
pelaksana tugas kepala Desa Kindang hingga tahun 2004 
i. Tahun 2004-2009 
Setelah diadakan pemilihan kepala desa kembali, maka terpilihlah andi 
Awaluddin AI. Hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahannya : 
1. (2006) terjadi longsor di Desa Kindang. Sebanyak tujuh rumah warga 
roboh dan kerugian diperkirakan kurang lebih 1 milyar rupiah. 
2. (2007) adanya Program Pemerintah Kabupaten tentang alokasi dana 
desa, 
3. (2007) pelebaran jalan poros Gamaccaya-Tabuakkang. Sebelum masa 
jabatannya selesai, beliau diangkat menjadi Lurah Borongrappoa.  




Saat A. Awaluddin diangkat sebagai lurah, maka Pelaksana Tugas Kepala 
Desa Kindang di berikan kepada A. Sajuang, S. Sos (Camat Kindang).  Pada tahun 
2009 Desa Kindang mendapat bantuan dari provinsi yaitu program PAMSIMAS 
k. Tahun 2009-sekarang 
Nurdin menjadi kepala desa hingga sekarang.  
2. Kondisi umum desa Kindang 
A. Keadaan geografis desa 
1. Batas wilayah 
a. Sebelah  timur  : desa tamaona 
b. Sebelah utara  : desa bontotangnga  
c. Sebelah barat  : kec. Tinggimoncong kab. Gowa 
d. Sebelah selatan  :kel.Borongrappoa kec. Kindang56 
Berdasarkan data dari kepala desa Kindang kecanmatan Kindang tahun 2016 
jumlah desa Kindang terdiri dari 1240 KK dengan total jumlah jiwa 4792 orang, 
yang terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Bungayya 1.150 orang, dusun sapayya 1.252 
orang, dusun cibollo 1.270 orang, dan dusun Mattiro Deceng 1.120 orang. 
Tabel 1 
Data penduduk 
Nama dusun di desa Kindang Jumlah penduduk 
Dusun bungayya 1150 penduduk 
Dusun sapayya 1270 penduduk 






Dusun mattiro deceng 1252 penduduk 
Jumlah  4792 orang 
Sumber : buku induk kependudukan WNI kec. Kindang/kel. Kindang 
Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk 4792 
(empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) orang, tampak bahwa data penduduk 
Dusun Bugayya di Desa Kindang berjumlah 1150 (seribu seratus lima puluh) orang, 
Dusun Sapayya berjumlah 1270 (seribu dua ratus tujuh puluh) orang, Dusun 
Cilibbo berjumlah 1120 (seribu seratus dua puluh) orang, dan Dusun Mattiro 
Deceng di Desa Kindang berjumlah 1252 (seribu dua ratus lima puluh dua) orang. 
Dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak tedapat 
pada Dusun Sapayya di Desa Kindang. 
Tabel 2 
Jumlah penduduk desa Kindang berdasarkan jenis kelamin 
Jenis kelamin  Jumlah penduduk 
Laki-laki 2351 orang 
Perempuan  2441 orang 
Sumber : buku induk kependudukan WNI kec. Kindang/kel. Kindang 
Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
DesaKindang berdasarka jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 
2351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) orang, dan jenis kelamin perempuan 
berjumlah 2441 (dua ribu empat ratus empat puluh satu) orang. Dengan demikian 
dapat dilihat bahwa jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih banyak 






B. Luas Wilayah 
Luas Desa Kindang sekitar 40,72 Ha. Sebagian besar lahan digunakan 
sebagai lahan pertian (desa mayoritas petani). 
C. Keadaan Tipografi 
Secara umum keadaan tipografi Desa Kindang  adalah  daerah dataran rendah 
dan daerah perbukitan. Wilayah Dusun Cib 
ollo, Bungaya, Sapaya, dan sebagian Mt. Deceng berada dibawah daerah 
dataran rendah (pinggir Sungai Hisang). Sedangkan sebagian Dusun Mattiro  
Deceng  adalah daerah perbukitan. 
D. Iklim 
Beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan. 
E. Wilayah administrasi pemerintahan desa 
Desa Kindang terdiri atas empat dusun yakni Dusun Cibollo, Dusun 
Bungaya, Dusun Mt. Deceng, Dusun Sapayya 
3. Kondisi sosial ekonomi penduduk  
Jumlah Penduduk Desa Kindang terdiri dari 1240 KK dengan total jumlah 
jiwa 4792 orang.7 Mata Pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani (90 
%) sisanya adlaah PNS, Peternak, Pengrajin, dan Wiraswasta. 
a. Mata pencaharian  
Mata pencaharian yang dimaksudkan adalah semua usaha seorang yang 
bertujuan untuk pemunuhan kebutuhan hidup atau dengan kata lain untuk mencapai 
kesejahteraan dan kemakmuran hidup khususnya bagi penduduk desa Kindang 
kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba. 




dari petani oleh karena itu salah satu pencaharian pokok bagi  masyarakat  Kindang 
sebagian besar adalah petani 90% sisanya adalah PNS. Peternak,  Penrajin dan 
Wiraswasta. Disamping bertani adapula adapula yang memelihara ternak, 
masyarakat desa Kindang pada umumnya adalah hewan seperti sapi, kuda, ayam 
dan bebek, sedangkan dalam hal perkebunan masyarakat lebih banyak menanam 
cangkeh, kopi, coklat dan pisang. 
b. Kondisi pendidikan  
Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting memajukan tingkat 
kecerdasan dan kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada 
khususnya dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendengkrak tingkat 
kecakapan. 
Pendidikan yang ada di desa Kindang mulai berkembang. Di desa Kindang 
terdapat sekolah TK, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan 
Madrasah Aliyah (MA). Tetapi yang menjadi faktor pendidikan mulai berkembang 
adalah adanya kesadaran orang tua mengenai pendidikan sangat penting bagi masa 
depan anaknya sehingga tak jarang mengirim anak-anaknya merantau untuk 
melanjutkan sekolah diluar Desa. 
c. Kondisi agama  
Masyarakat desa Kindang menganut agama Islam, kondisi keagamaannya 
mulai berkembang, timbulnya kesadaran untuk memakmurkan mesjid, dan mesjid-
mesjid di Desa Kindang mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat ataupun 
dikalangan pemuda dan imam mesjid dan tokoh agama terus berusaha untuk 
menhidupkan mesjid tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti dari masyarakat 
yang di ungkapkan oleh Bapak ambo mstkm sebagai Imam mesjid, 
mengemukakan: 
“Alhamdulillah sudah terlihat perkembangan dalam keagamaan 
  desa Kindang sudah banyak orang yang memilih shalat  




  masyarakat baik itu dari kaum laki-laki, perempuan, dan tua 
  meskipun masih kurang dari anak muda yang datang kemesjid 
  namun kami tetap akan menhidupkan mesjid”.57 
Dari pendapat Bapak ambo mstkm diatas menjelaskan perkembangan 
keagamaan di desa Kindang mulai maju. Seperti halnya yang penulis saksikan di 
lokasi pada sore hari terlihat beberapa orang tua laki-laki dan perempuan terpisah  
yang sedang melaksanakan pengajian di mesjid. Mungkin itulah salah satu kegiatan 
keagamaan di desa Kindang yang menhidupkan mesjid di desa Kindang. 
B. Penyebab maraknya minuman keras di Desa Kindang 
Minuman keras adalah minuman yang memabukkan yang merupakan hasil 
fermentasi dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Umumnya 
bahan baku yang biasa dipakai dalam pembuatan minuman keras adalah cairan 
yang diambil dari tanaman seperti nira atau aren. Minuman keras adalah minuman 
psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang 
(depressant). 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa faktor apa yang menyebabkan 
timbulnya alkoholisme, yaitu : 
1. Sebab dalam diri individu. Seorang individu yang minum minuman keras 
yang mengandung alkohol, terdorong oleh berbagai motivasi. Motivasi 
tersebut adalah: 
a. Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumannya 
semakin kerap atau sering, yang makin lama meningkat volumenya sehingga 
pada saatnya menjadi alkoholis. 
b. Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakannya ini adalah untuk 
meringankan penderitaannya. Ketidaksadaran diri adalah tujuan ia minum 
alkohol. 
 




c. Peminum yang didorong oleh perasaan kecewa, tekanan batin, kecemasan, dan 
ketegangan, yang berusaha melupakan kesemuanya itu dengan mabuk-
mabukan. 
d. Peminum yang frustasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada 
masyarakat. Ia protes terhadap norma yang sudah mapan, terhadap generasi 
sebelumnya, terhadap ajaran agama, dan sebagainya.  
Adanya tarikan individu untuk menjadi konsumen tetap dari minuman keras 
yang didorong oleh berbagai motivasi yang kuat, konsekuensinya yang logis ialah 
munculnya para penjual atau penawaran dari produsen. Maka terdapat pula sebab 
yang timbul dari dalam masyarakat sendiri. 
2. Sebab dari masyarakat yang mensuplai. Seperti telah dikemukakan di 
dalam masyarakat yang menyadari akan adanya permintaan alkohol 
timbul beberapa kelompok orang yang melakukan pengadaan alkohol 
untuk tujuan tertentu.  
a. Untuk kepentingan dagang atau ekonomi, atau untuk mengeruk banyak uang.  
b. Untuk tujuan politik, yaitu memperlemah individu dalam masyarakat.58 
Masalah perilaku minuman keras pada masyarakat Desa Kindang Kecamatan 
Kindang Kabupaten Bulukumba pada umumnya tidak berkisar pada bagaimana 
dampak dari minuman keras tersebut tapi lebih kepada bagaimana penggunaan, 
siapa, dimana, kapan dan bagaimana efektivitasnya perda yang mengatur tentang 
minuman keras di Bulukumba.
 
58 Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi, (Bandung: CV. 




Penggunaan minuman keras pada masyarakat umumnya karena minuman 
keras tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan, 
kesenangan dan ketenangan. Walaupun hal itu dirasakan secara semu. Umumnya 
pelaku yang suka meminum minuman keras berpendapat bahwa ada 6 faktor yang 
menjadi pemicu masyarakat suka meminum minuman keras, adapun faktornya 
sebagai berikut : 
1. Faktor lingkungan 
Minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di 
dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya 
yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, serta 
munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme pada 
kalangan remaja. Masalah penyalahgunaan minuman keras adalah masalah 
pemeliharaan kesehatan mental. Sekarang ini penyalahgunaan minuman keras pada 
remaja semakin banyak yang dipengaruhi beberapa faktor salah satunya faktor 
lingkungan. 
Desa Kindang di kenal dengan Desa yang mempunyai suhu 21° yang artinya 
suasana dinginnya seperti Daerah Malino yang dikenal dengan cuaca dingin, ini 
memungkinkan terjadi karena Desa Kindang berada pada puncak gunung yang 
terletak di Bulukumba. Faktor ini memicu masyarakat yang membudidayakan 
untuk meminum minuman keras, karena cuaca yang dingin dengan sebotol 
minuman keras dapat membuat badan terasa hangat. Seperti pendapat salah satu 
masyarakat, sangkala mengatakan : 
“mengapa di desa Kindang terkenal dengan orang-orang yang suka 
 meminum minuman keras karena faktor cuaca yang mendukung 
 sehingga setiap malamnya kami selalu berkumpul di tempat yang 
 menjadi tongkrongan kami untuk acara minuman keras”.59 
 
 
59 Sangkala (51 tahun), “wawancara”, tanggal 16 desember 2020. 
 
 
Berdasarkan wawancara di atas Desa Kindang terkenal dengan masyarakat 
yang gemar dengan minuman keras dengan cuaca yang dingin mendukung untuk 
selalu melakukan perkumpulan untuk minum minuman keras agar mereka terasa 
hangat untuk setiap harinya. 
2. Faktor Kekuatan dan Stamina Tubuh 
Desa Kindang merupakan Desa yang masyarakatnya dominan menjadi petani 
bahkan 95% masyarakatnya menjadi petani di Desa tersebut. Oleh karena itu 
masyarakat Desa Kindang sudah akrab dengan minuman keras karena salah satu 
tujuan meminum minuman keras ialah dapat meningkatkan kekuatan dan stamina 
tubuh dalam bekerja di kebun ataupun sawah. 
Dengan meminum minuman keras dapat menambah stamina ketika kerja. 
Seperti pendapat salah satu masyarakat yang suka minuman keras, irwan 
mengatakan : 
“setelah meminum minuman keras badan saya semakin kuat untuK bekerja 
apalagi di kampung yang dinginnya sampai 21° “.60 
Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan irwan salah satu masyarakat desa 
Kindang yang suka mengkonsumsi minuman keras bahwa dengan meminum keras 
dapat membuat badan semakin kuat untuk bekerja. 
3. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi 
individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat di 
antaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga, kekerasan anak, orang tua 
perokok, orang tua peminum, akses kesehatan yang sulit, polusi lingkungan, 
peminum berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja.  
Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup 
nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada 
 
60 Irwan (38 tahun), “wawancara”, tanggal 19 desember 2020. 
 
 
kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, 
remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang 
tidak efektif bagi kehidupan sosialnya. 
Minuman keras banyak beredar dan banyak di konsumsi di Desa karena 
banyak penjual minuman keras yang tidak legal/illegal, para penjual tersebut tidak 
memiliki izin resmi untuk menjual minuman keras. Karena itulah para konsumen 
minuman keras di Desa bisa leluasa mendapatkan. 
Pada saat sekarang banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan 
meminum minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu 
menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi 
dengan meminum minuman keras. Tapi sesuai kenyataan minuman keras dapat 
merusak proses berfikir dan menjadikan seseorang tidak sadarkan diri atau 
bertindak tidak sesuai kehendaknya. 
Sebagai petani yang berpenghasilan sekali setahun atau setiap panen 
merupakan faktor ekonomi yang di kategorikan masih rendah untuk tahap 
penghasilan yang sesuai UMR. Petani hanya bisa berharap dari hasil yang ia tanami 
dan tak sedikit pula banyak petani yang kadang rugi dengan hasil tanamannya 
apabila tidak di rawat dengan baik. Oleh karena itu banyak yang menjadikan 
ekonomi sebagai salah satu faktor pemicu masyarakat gemar dengann minuman 
keras. Bapak-bapak ataupun anak muda Desa selalu menjadikan minuman keras 
sebagai salah satu pelarian yang dapat menenangkan ketika ekonomi yang terasa 
sempit. Minuman keras bisa di hasilkan oleh olahan sendiri yang ada di sekitar 
kampung sehingga sangat di mudah untuk di akses oleh masyarakat, tak sedikit pula 
minuman keras bisa di dapatkan secara gratis oleh masyarakat. Itulah mengapa 
masyarakat bisa mengakses minuman keras walau ekonomi rendah.  
Akibat rendahnya ekonomi masyarakat maka banyak dari para remaja dan 
 
 
orang dewasa yang menganggur, bekerja sebagai PNS ataupun membuka usaha 
sangat sulit karena trbatasnya ekonomi dan pilihan mereka hanya bisa menjadi 
petani. Hampir di seluruh daerah perilaku minum minuman keras yang menjadi 
pemicu utamanya ialah ekonomi rendah sehingga daerah tersebut sangat sulit untuk 
berkembang dan bersaing dengan daerah lain.  
Minuman keras menjadi pelarian utama karena ekonomi rendah dan dan 
termasuk dalam garis kemiskinan. Karena tidak adanya kegiatan lain maka bapak-
bapak ataupun anak muda lebih memilih berkumpul sambil minum minuman keras 
dan mengekspresikan diri dengan mengobrol dan menyanyi dengan sesamanya. 
Sama halnya dengan informan jalarambang : 
“Dengan minum minuman keras dan berkumpul bersama teman-teman saya 
merasa terhibur dibandingkan dengan tinggal dirumah saja”61 
4. Faktor kebiasaan 
Perilaku minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. 
Penyimpangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat tidak akan begitu saja 
muncul apabila tidak ada faktor. Minuman keras telah menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia, minuman keras banyak 
dihasilkan oleh masyarakat tradisional indonesia dan tersebar di seluruh wilayah 
kepulauan nusantara. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan 
kebiasaan minuman keras. Kebiasaan minuman keras sudah ada sejak dulu dan 
sudah membudaya di kalangan masyarakat. Kebiasaan yang sudah membudaya ini 
maka muncul kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai 
menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. 
Kebiasaan minuman keras ini dilakukan karena sudah terbuai oleh perasaan 
enak yang ditimbulkan oleh minuman keras tersebut. Jarang orang melihat efek dari 
minuman keras itu sendiri. Kalaupun dilihat, orang akan tetap bertahan minum 
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minuman keras. Keadaan seperti inilah yang mendorong seseorang untuk terus 
minum minuman keras. Perilaku minuman keras tidak dapat dihindarkan karena 
faktor kebiasaan. Sama halnya dalam wawancara informan, Dg toba mengatakan : 
“di kampung ini sudah terbiasami dengan minuman keras,  sudah menjadi 
temannya mi sehari-hari, tanpa hari tanpa  minuman keras istilahnya 
anak-anak disini.”62 
Berdasarkan wawancara diatas dg toba sebagai informan mengatakan bahwa 
di Desa Kindang minuman keras sudah menjadi hal yang tabu dan sudah akrab 
dengan minuman keras, hidup sehari tanpa minuman keras terasa hampa bagi 
mereka. Kebiasaan minum minuman keras ini susah diubah jika tidak  ada 
kesadaran dalam diri sendiri untuk merubahnya sendiri. 
5. Faktor rasa ingin tahu 
Pengguna minuman keras jika dilihat dari kalangan remaja pada umumnya 
menjanjikan suatu kenikmatan, kenyamanan kesenangan dan ketenangan. Hal ini 
dikarenakan manusia khususnya remaja mempunyai sifat rasa ingin tahu segala 
sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampaknya. Sehingga salah satu faktor 
penggunaan minuman keras adalah rasa ingin tahu63 meskipun Perkembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang informasinya dapat diketahui oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Dan didukunag sudah adanya listrik yang masuk ke 
desa yang menjangkau Desa terpencil sekalipun. Sebagaimana yang terdapat pada 
Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sekarang ini sudah 
dapat mengakses atau menikmati berbagai program stasiun televisi (TV) yang 
menambah wawasan ataupun memberikan hiburan. Maraknya stasiun televise yang 
menayangkan berita kriminalitas dan berbagai dalih kajahatan yang berawal dari 
 
62 Dg toba (51 tahun), “wawancara”, tanggal 23 desember 2020. 
63 Desi Maria Ulfah, Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras di kalangan Remaja di 
Desa Losari Kecamatan Rembang Kecamatan Purbalingga, Skripsi. (Fakultas Imu Sosial 
Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2005) 
 
 
minum-minuman keras inilah yang kemudian memberikan informasi kepada 
masyarakat yang kemudian memberikan rasa penasaran/ rasa ingin tahu kepada 
masyarakat sehingga memicu masyarakat khususnya remaja untuk mencoba 
minum-minuman keras. 
6. Faktor keluarga 
Faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang menjerumuskan seseorang 
mengonsumsi munuman keras hal tersebut biasanya terjadi karena konflik yang 
terjadi dalam keluarga dapat membuat anggota keluarga merasa frustasi sehingga 
memilih minuman keras sebagai solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Banyak 
pengonsumsi minuman keras yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. 
Keluarga yang harusnya menjadi alat atau wadah untuk memberikan kebahagiaan 
pada seseorang namun kenyataan yang terjadi seringkali justru memicu salah satu 
anggota keluarga menjadi pengonsumsi minuman keras. Hal tersebut disebabkan 
karena hubungan yang kacau atau tidak harmonis, hubungan keluarga menjdi 
dingin, bahkan tegang hingga bermusuhan.  
Konflik dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustasi, 
dan memilih minuman keras sebagai solusinya. Dan biasanya yang peling rentan 
dengan stress adalah anak. Beberapa faktor yang bersumber dari lingkuang 
keluarga dapat mempengangaruhi seseorang untuk terjun kedalam lingkungan yang 
tidak baik.64 
C. Efektivitas Perda Minuman Keras di Desa Kindang. 
Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu, 
seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada 
tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk 
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tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendri. Implementasi 
suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan 
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin 
melalui saluransaluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari itu dalam 
mengimplementasikan kebijakan yang menyakut kompleksitas, keputusan siapa, 
mendapatkan apa dari suatu kebijakan. 
Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk  mencapai 
tujuannya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai 
dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Hukum itu 
dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan 
atau dikehendaki oleh hukum. 
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan maka yang 
harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati 
oleh masyarakat. Yaitu jika aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatan, dalam hal ini adalah  pengguna parkir dan juru 
parkir. Indikator yang kedua yaitu jika ketaatan sebagain besar warga masyarakat 
pengguna parkir dan juru parkir hanya  ketaatan yang bersifat compliance 
atau identification. Dengan kata lain, walupun sebagian besar warga masyarakat 
terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau 
kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan. 
Implementasi suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya sekedar bersangkut 
paut dengan mekanisme penjabaran keputusa-keputusan politik kedalam prosedur 
rutin melalui saluransaluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari ini dalam 
menimplementasikan kebijakan yang menyangkut komplesitas, keputusan siapa, 
mendapat apa dari suatu kebijakan. Pemenuhan sumber daya dimaksud dapat 
berupa sarana, prosedur dan lainnya yang mendukung implementasi secara efektif. 
 
 
Implementasi memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat 
dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya 
ketersediaan sumber daya (sumber-sumber kebijakan) sebagai kondisi yang 
dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan. 
Implementasi kebijakan terutama di Negara berkembang, selama ini baru 
mampu dalam tahap pengesahan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk 
menjamin bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dan 
akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diharapkan keadaan tersebut oleh 
Andrew Dunsire (1978)) disebut implementation gap. Yaitu untuk menjelaskan 
suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan selalu terbuka kemungkian 
akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi 
kenyataan. Kondisi terbatasnya sumber daya menimbulkan berbagai pemasalahan 
dalam system implementasi terhadap suatu kebijakan.65 
Untuk meningkatkan pemahaman tehadap anggota kelembagaan tentang 
pentingnya peranan pengawasan sangat dibutuhkan untuk menciptakan semangat 
kerja dan kejujuran bertindak dalam menegakkan kebenaran pelaksanaan seluruh 
kegiatan dalam kelembagaan. Dengan adanya ketaatan dan pemahaman terhadap 
materi pengawasan serta seluruh perangkat aturan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan suatu jenis 
pengawasan seharusnya diukur berdasarkan standar ketentuan yang mengatur 
program kerja yang bersangkutan. Suatu pelaksanaan pengawasan dikatakan 
berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya dan hal inilah yang dijadikan pedoman untuk. 
Kebiasaan minum minuman keras di kalangan masyarakat merupakan 
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fenomena yang sering sekali terjadi di indonesia, khususnya desa Kindang. Banyak 
faktor-faktor yang menyebabkan mereka menghabiskan waktu luangnya untuk 
minum minuman keras. Berbagai resiko dan permasalahan akan senantiasa 
menghadang kalangan masyarakat khususnya remaja yang seharusnya 
mendapatkan kontrol dari orang tua maupun masyarakat. Semakin banyaknya 
masyarakat yang minum minuman keras apabila dibiarkan tentunya akan 
menghambat kepribadian seseorang dan yang lebih jauh lagi perkembangan bangsa 
indonesia. Karena kalangan masyarakat khususnya remaja merupakan generasi 
penerus bangsa dan aset bangsa yang akan melanjutkan dan mengisi pembangunan 
bangsa indonesia.66 
Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada 
umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang 
dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, 
dimana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Akibatnya orang awam 
berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan 
stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga 
merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya 
minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan 
pada system saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya 
untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu 
dicatat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses 
tersendiri yang memakai waktu.67 
Otonomi yang jelas yaitu perluasan daerah untuk mewujudkan kekuasaan 
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pemerintahan dalam mengatur wilayahnya. Pada bidang tertentu dibutuhkan aksi 
secara nyata yang bisa menghidupkan dan mengembangkan daerah. Sedangkan 
otonomi yang sesuai pertanggung jawaban merupakan aksi nyata untuk 
diberlakukan peraturan daerah sebagai akibat hak dan kewajiban kepada daerah 
dalam mewujudkan penerapan peraturan yang sesuai harapan.68 
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, 
berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna 
menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah 
(perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuhan bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  
Subtansi atau muatan materi perda adalah penjabatan dari peraturan 
perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan pemperhatikan ciri 
khas masing-masing daerah, dan subtansi materi tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. rancangan 
peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berperdoman kepada 
peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari 
DPRD, gubernur atau bupati/walikota. Sebagai upaya pengawasan terhadap perda 
oleh pemerintah, paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, perda tersebut harus 
disampaikan kepada pemerintah.  
Perda dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. 
Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-
undangan kepada daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan 
kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah, dilarang 
bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-
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undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita 
daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah. 
Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintah perlahan-
lahan akan mengeluarkan kebijakan yang dibuatnya sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Saat ini kita bisa mengamati kebijakan peraturan pemerintah yang akan 
di keluarkan. Salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Minuman Keras. Minuman keras dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam 
firmanNya melalui pesan-pesan yang terkandung didalamnya begitupun dengan 
hadist abi yang telah dimuat dalam beberapa kitab-kitab hadist yang telah di 
bukukan. Dalam dalil-dalil mengenai minuman keras telah dijelaskan sanksi yang 
akan berdampak pada peminum minuman keras dan tidak bisa dipungkiri kasus 
minuman keras perlu pengawasan yang lebih lagi untuk mengawasi penggunaan 
minuman keras. Akal sebagai perantara pembeda antara manusia dengan ciptaan 
yang lainnya, maka al-Qur’an, sunnah, dan sejumlah sumber hukum lainnya pun 
mengaturnya. larangan dan sanksinya telah tertuang jelas tidak lain untuk 
melindungi akal manusia. Q. S Al-Maidah : 90  
 




َوٱْۡل َوٱلَۡميِۡسُ  ٱْۡلَۡمُر  إِنذَما  خ  َءاَمُنٓوا ِيَن  ٱَّلذ َها  يُّ
َ
َٰٓأ فَٱۡجَتنُِبوهُ يَ ِن 
 ٩٠لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحوَن  
   Terjemahnya :  
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.”69 
Penggunaan minuman keras sudah memasuki pelosok-pelosok desa yang 
terpencil, minuman keras seolah-olah dilegalkan dalam peredarannya serta izin 
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untuk mengkonsumsi minuman keras, dalam perda nomor 3 tahun 2002 pasal 2 ayat 
1 yang berbunyi ialah : 
“Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman keras 
beralkohol di daerah kecuali atas izin tertulis dari bupati.” 
Dari bunyi pasal diatas sudah jelas bahwa pelegalan izin penggunaan 
minuman keras sudah di atur dalam perda tersebut dan jika menyalahi aturan maka 
akan berlaku sanksi yang berlaku. Dalam pasal 22 ayat 1 menjelaskan tentang 
ketentuan pidana yang akan di dapat Ketika menyalahi aturan, yang berbunyi : 
“barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 5, pasal 6, pasal 
7 ayat 1 dan ayat 2, pasal 8, pasal 9, pasal 12 peraturan daerah ini diancam 
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).” 
Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Bulukumba telah di 
keluarkan dan disahkan pada tanggal 12 Maret 2002, dengan dikeluarkannya perda 
tentang minuman keras sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini marak 
dengan minum minuman keras secara terbuka dan terang-terangan. Masyarakat di 
Bulukumba dikenal dengan masyarakat yang gemar berinteraksi dengan minuman 
keras, banyaknya kasus yang melibatkan masyarakat Bulukumba selalu terjerat 
dengan minuman keras membuat pemerintah harus mengeluarkan sendiri peraturan 
daerah untuk mengatur daerahya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras yang mengatur mengenai 
Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Keras 
diharapkan kedepannya dapat membuat masyarakat Bulukumba lebih patuh dan 
paham akan dampak dari minuman keras. Masalah minuman keras akhir-akhir ini 
telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan 
masyarakat. Kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan, penganiayaan, 
pembunuhan pelakunya biasanya menggunakan minuman keras atau efek dari 
minuman keras tersebut. Ambo mustakim sebagai imam desa dan informan, 
menjelaskan bahwa : 
 
 
“peraturan daerah nah Bulukumba anre pa ni rasakangi kunne mae, iya 
minjona lohe kijai taua angnginung ballo’ anre ngase na issei punna nia pale 
peraturan nasaba injomi pole bebas ngase jih angnginung ballo’ Manna ri jaia 
tau, anre todo n akua-kua injo pemerintahyya punna nia peraturan daerah nah. 
Nakke sebagai imam desa anre mentodo ku issei, iyaji injo ku isse ri Lalang 
al-quranga punna angnginung ballo’ tawwa anre sanna ni pabbiangi tawwa. 
Injomi todo kapan kekurangan nah anne kamponga atau injo kepala desayya 
anre mamo na sosialisasikangi injo punna nia peraturan daerah tentang injo 
ballo’ nasaba injo ngase tau ana ngaia ballo’ anre mo na nginung ka malla-
malla ngasemi ri pemerintahyya punna nia aturan nah. (perauturan daerah 
Bulukumba belum semua di rasakan disini, itumi masih banyak orang-orang 
minum minuman keras mereka tidak tahu kalua ada peraturan daerah yang 
aturki tentang itu, minum minuman keras secara terang-terangan sudah biasa 
disini. Saya sebagai imam desa tidak mengetahui juga adanya perda tersebut 
yang ku tahu cumin dalam al-quran menjelaskan tentang larangan minum 
minuman keras, inimi kekurangnnya kampung atau kepala desa tidak 
mensosialisasikan tentang perda yang mengatur tentang minuman keras 
sehingga masyarakat desa dengan bebas minum minuman keras).70 
Berdasarkan wawancara diatas ambo mustakim selaku imam desa 
mengatakan bahwa peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah kabupaten 
Bulukumba yang di atur dalam perda nomor 3 tahun 2002 tidak efektivitas dalam 
pelaksanaan perdanya karena sampai saat ini masih banyak yang suka 
mengkonsumsi minuman keras secara terang-terangan namun sanksi tidak di 
terapkan kepada pelaku minuman keras. Perda nomor 3 tahun 2002 juga belum 
tersosialisasi secara merata sehingga masyarakat yang berada di pelosok seperti 
desa Kindang tidak terlalu mengindahkan tentang peraturan minuman keras 
tersebut.   
Efektivitas perda nomor 3 tahun 2002 tentang minuman keras dalam 
penerapannya masih kurang diindahkan di masyarakat desa oleh karena itu 
pemerintah harus memaksimalkan apa yang sudah di buat dan dituangkan menjadi 
peraturan daerah di daerahnya agar apa yang di harapkan terkait efektivitasnya 
perda bisa terlaksana sesuai keinginan daerah itu sendiri.  
D. Analisis maslahah mursalah terhadap penurunan pelaku minuman keras 
Maslahah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menetukan suatu 
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maslahat dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan meminimalisir suatu 
mudharat. Maslahah mursalah dalam penerapannya tidak ada dalil yang di gunakan, 
hanya melihat bagaimana mudharat dapat di hilangkan atau di hindari dan 
mendatangkan manfaat. Dalam hal ini maslahah mursalah di gunakan untuk 
menganalisis efektivitas pelaksanaan perda tentang minuman keras di 
Bulukumba.71  
Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya 
kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, 
tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang 
diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep Syariah yang mendasar. Karena 
Syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara 
umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan 
(kerusakan). 
Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan 
hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus 
tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-qur’an dan al-hadist) 
baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya 
kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus 
menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum islam, 
karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil 
istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti 
hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang 
benar dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi atau 
aplikasinya. 
Kaidah hukum yang menjelaskan tentang analisis maslahah yaitu :  
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 باب جلب المصالح ودرء المفاسد أو قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد تعتبر من قواعد الفقه
 ال ضرر وال ضرار والتي تكشف من خالل :اإلسالمي المندرجة تحت القاعدة األم المتفق عليها
 :تطبيقاتها وما يندرج تحتها من فروع كثيرة عن مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو 
 منع الفعل الضار في جميع صوره قبل وقوعه احتراًزا، ومعالجة أثره بعد وقوعه إزالةً ورفعًا 
Terjemahnya : 
Bab tentang membawa kepentingan dan menangkal kejahatan atau aturan 
mendatangkan kepentingan dan menangkal kejahatan dianggap sebagai salah 
satu aturan fiqih Islam yang berada di bawah aturan induk yang 
disepakati: Tidak ada kerugian atau kerugian, yang terungkap melalui 
penerapannya dan banyak cabang yang berada di bawahnya tentang salah satu 
tujuan hukum Islam, yaitu: mencegah tindakan merugikan dalam Semua 
fotonya sebelum kemunculannya sebagai tindakan pencegahan, dan 
mengobati dampaknya setelah kejadian, memindahkan dan mengangkatnya. 
Penjelasan definisi ini, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak 
dimaksudkan, kecuali merealisir kemaslahatan umat manusia. Artinya 
mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta 
menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasannya kemaslahatan umat itu 
tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. 
Maslahah ini jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang 
menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hokum itu, 
terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan 
mudharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang 
mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bias mendatangkan mudharat 
bagi lingkungan lain.72 
Sedangkan dalil ulama yang menjadikan hujjah maslahah mursalah adalah 
jumhur ulama umat islam berpendapat bahwa maslahah mursalah itu adalah hujjat 
syari’at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang 
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tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu di syariatkan 
pada hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah berhenti 
pembentukan hukum atas dasar maslahah itu karena adanya saksi syar’i yag 
mengakuinya. 
Dalil mereka mengenai hal ini ada dua hal antara lain : 
 
او لهما أن مصالح الناس تتجدد وال تتناهى، فلول لم تشرع األحكام لما يتجدد: ودليلهم على هذا أمران  من 
لعطلت  / مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التى اعتبرها الشارع فقط
عن مسارة تطورات الناس  آثير من مصالح الناس فى مختلف االزمنة واالمكنة، ووقف التشريع
 ومصالحهم، وهذا ال يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس 
Terjemahnya : 
“Bahwa maslahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka 
seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru 
dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta 
pembentukan  hukum itu hanya berkisar atas maslahah yang diakui syari’ saja, 
maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada 
berbagai zaman dan tempat.”73  
Istilah maslahah mursalah sudah disebutkan dalam al-qur’an secara tersirat 
pada surah az-zumar ayat 18 : 
 
َٰٓئَِك ُهمۡ  لَ وخ
ُ




ِيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َفَيتذبُِعوَن أ لَۡبَٰبِ  ٱَّلذ
َ
خ ٱْۡل لُوا وخ
ُ
 ١٨  أ
Terjemahnya : 
“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya 
mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah 
orang-orang yang mempunyai akal.”74 
Para ulama tafsir menafsirkan ayat diatas dengan dua cara. Apabila perkataan 
al qawl dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka 
anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang saleh dan baik harus 
 
73 Abdul wahab khallaf, kaidah-kaidah hukum islam ilmu ushulul fiqih, (Jakarta: PT Raja 
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74 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 




mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan 
yang berlaku pada umumnya, sepanjang perkataan itu sesuai dengan jiwa ajaran 
Ilahi. Apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah, 
berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh ta’dzim. 
Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternative yang diperoleh bagi mereka 
yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang 
dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar 
melalui jalan hokum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai 
dasar hukum dalam syariah.75 
Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini kelihatannya 
penggunaan dalil maslahat dipopulerkan sebagai alternative penyelesaian kasus-
kasus itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa 
mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok 
masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu direncanakan atau tidak. 
Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai 
persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial tidak terkecuali 
terhadap syariat islam. 
Dalam kitab ushul fiqih ada beberapa dalil yang dapat menguatkan tentang 
analisis maslahah mursalah, antara lain dalil yang menyebutkan : 
Pertama adalah kaidah fiqih yang berbunyi : 
 الَضَرُر يَُزال 
Artinya :“Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang  
 kepentingan lebih kecil.”76 
Kedua, kaidah fiqih yang mengatakan : 
 َدْرُء اْلَمفَاِسِد ُمقَدٌَّم َعلـَى َجلـِْب الـَْمَصاِلح  
 
75 Andi Rahman I. Doi, Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo, 2002), hlm 110-111   
76 Abdul hamid hakim, mabadi awaliyah, (Jakarta: sa’adiyah putra, 1927), hlm 32  
 
 
Artinya : “Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat 
 kebaikan.”77 
Ketiga, kaidah fiqih yang berbunyi : 
ِعيَِّة َمنُْوٌط بـِا لـَْمْصلََحة  ُف االَماِم َعلـَى الرَّ  تـََصرُّ
Artinya :”Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan 
rakyat.”78 
Keempat, kaidah fiqih yang mengatakan : 
 َماالَ يُْدَرُك آُلُّهُ الَيُتَْرُك آُلُّهُ 
Artinya :”Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian
 meninggalkan semua.”79 
Dipahami bahwa fungsi maslahah mursalah sebagai tujuan hukum tidak 
berujung pada kontroversi, sebagaimana yang terjadi pada maslahah sebagai dalil 
atau sumber hukum islam. Sebagai dalil atau sumber hukum yang mandiri, para 
ahli ulama berbeda pendapat dalam menjadikan maslahah mursalah atau dalam 
Bahasa lain al-istilah al hujjah hukum karena terdapat pihak yang menerima 
maupun yang menolak. 
Islam selalu mengambil sisi yang banyak mengandung manfaat dan kebaikan 
terhadap umatnya, baik secara nyata maupun tidak nyata. Hal ini dapat menyentuh 
kepada kaidah usuliyah: “menghindari mudharat harus didahulukan daripada 
mencari atau menarik maslahah”.80 Tetapi ketentuan syariat tidak secara 
menyeluruh memberikan solusi dari berbagai problematika umat.  
Masalah sosial adalah fenomena yang menyangkut masyarakat  yang 
defenisinya tidak terbatas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif 
(sudut pandang atau teori). Dalam pandangan soerjono soekanto, masalah sosial 
merupakan kehidupan kelompok sosial yang mebahayakan dan tidaksesuainya 
antara unsur-unsur tradisi (kebudayaan) atau masyarakat. Jika ada perselisihan 
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antara unsur-unsur yang dapat memicu munculnya gangguan hubungan seperti 
bentrokan dalam kehidupan berkelompok ataupun bermasyarakat81.  
Masalah minum alkohol di Indonesia, bahkan termasuk di Sulawesi Selatan, 
dan khususnya Bulukumba bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. 
Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal 
yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan 
melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini 
terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat 
pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud 
sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan 
dengan alkohol itu sendiri.82 
Walaupun kita tahu salah satu income/pendapatan daerah yang cukup besar 
untuk daerah Bulukumba misalnya adalah berasal dari pajak minuman keras. 
Namun di sisi lain pengaruh dari pada minuman keras menimbulkan banyak 
masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman 
keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan serta 
yang lain misalnya penganiayaan, pencurian, perbuatan asusila, pengrusakan, 
pembunuhan, membuat keributan di malam hari, kecelakaan lalu lintas, 
menghentikan kendaraan atau orang yang hendak lewat untuk meminta uang 
membeli minuman keras, minum di tempat umum dan lain sebagainya.  
Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang 
cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang 
 
81 Irwan said. Analisis Masalah sosial, ( Makassar: Alauddin Universirty Press, 2012 ), h. 
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meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-
kenakalan, perkelahian dan tindak kriminal lainnya.  
Masyarakat Bulukumba sudah tidak asing lagi dengan minuman keras 
terlebih kepada para pemuda dan kalangan bapak-bapak, mereka menganggap 
dengan minum minuman keras dapat menghilangkan sakit kepala, menjadi obat 
penenang dan dapat menambah stamina pada tubuh. Sore hari hingga larut malam 
pemuda ataupun kalangan bapak-bapak mulai mendatangi tempat yang biasanya 
digunakan untuk berkumpul meminum minuman keras. Mengekspresikan diri 
dengan berhalusinasi dan sedikit membuat kerusakan adalah ciri khas dari para 
peminum yang kadang mendatangkan mafsadat.  
Minuman keras di Bulukumba khususnya desa Kindang sudah menjadi hal 
yang tabuh untuk di perbincangkan. Sebagian masyarakat sudah sangat bersahabat 
dengan botolan minuman keras bahkan sehari-harinya berkumpul untuk melakukan 
aktivitas minum minuman keras. Dari sinilah muncul pertanyaan bagaimana 
efektivitas pelaksanaan perda tentang minuman keras di Bulukumba, mengapa 
masyarakat ada yang menganggap minuman keras bukan hal yang harus dihindari. 
Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis maslahah mursalah untuk menetukan 
bagaimana efektivitasnya perda yang di buat oleh daerah Bulukumba untuk 
pengawasan minuman keras. 
Berdasarkan data yang didapat dari penelitian tentang analisis maslahah 
mursalah terhadap minuman keras di Bulukumba khususnya desa Kindang, 
penggunaan maslahah mursalah terhadap minuman keras di anggap tidak sesuai 
analisis yang ada karena minuman keras di Bulukumba bukan untuk mendatangkan 
maslahat atau manfaat yang ada tetapi lebih banyak mengandung kemzdaratan yang 
ada akibat minuman keras itu sendiri. Informan Muis salah satu tokoh masyarakat 
desa mengatakan : 
 
 
“di Bulukumba khususnya desa Kindang masih banyak orang yang 
menganggap minuman keras sebagai hal yang dapat mendatangkan maslahat 
atau manfaat sehingga kesehariannya hamper di hiasi dengan minuman 
keras.”83 
Berdasarkan wawancara yang di lakukan terhadap salah satu tokoh 
masyarakat di desa Kindang bahwa penggunaan analisis maslahah mursalah 
terhadap minuman keras di Bulukumba khusunya desa Kindang, salah menanggapi 
karena menganggap bahwa minuman keras dapat mendatangkan manfaat Ketika 
mengkonsumsinya tetapi minuman keras di konsumsi secara terus-menerus akan 



















BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Demi terciptanya tatanan wilayah yang menganut paham syariat islam, 
Indonesia yang mempunyai masyarakat yang dominan muslim hendaknya 
menjadikan hukum islam sebagai pilar hukum di negara ini agar eksistensi wilayah 
masyarakat muslim tidak keluar pada hakikatnya. Syariat islam bertujuan untuk 
mengatur perbuatan dan tingkah laku agar manusia dapat hidup normal yang patuh 
terhadap perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Dalam tatanan hubungan 
habluminallah dan habluminnas dua aspek ini menjadi patokan untuk membimbing 
hidup menjadi lebih baik, habluminnas yang menyangkut sesama manusia sebagian 
besar  bersifat muamalah.84 Dalam aspek ini ijtihad memiliki peran penting dalam 
menawarkan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan, antara lain qiyas, 
maslahah mursalah, istihsan, ‘urf, dan lainnya. 
Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti oleh karena itu 
kesimpulan yang dapat di tarik ialah tentang bagaimana analisis maslahah mursalah 
terhadap efektivitas perda nomor 3 tahun 2002 tentang minuman keras di 
bulukumba, maslahah mursalah sesuai dengan pengertiannya yaitu segalau sesuatu 
yang dapat mendatangkan yang namanya kemaslahatan umum dan menolak atau 
menghilangkan yang namanya mudharat. Prinsip landasan maslahah mursalah 
sesuai dengan tujuan perda tersebut di buat sehingga efektivitas perda ini sejalan 
dengan analisis yang digunakan yaitu maslahah mursalah. 
Kemudian berangkat pada bagaimana efektivitas perda nomor 3 tahun 2002 
ini pada desa kindang, sesuai penelitian kemarin yang dilakukan peneliti ada 
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beberapa faktor yang menyebabkan efektivitas perda kurang terlaksana karena 
salah satunya faktor cuaca dan keadaan. Pada faktor ini informan menjelaskan 
bahwa pada desa tersebut cuaca sangat mendukung untuk melakukan aktivitas 
minuman keras karena berada pada suhu 16° dan ini termasuk cuaca yang sangat 
dingin sehingga untuk menghangatkan badan masyarakat pada desa tersebut selalu 
menggunakan minuman keras sebagai alat untuk menghangatkan badan mereka. 
Efektivitas perda menjadi tanda tanya yang akan selalu dipertanyakan namun pada 
penelitian yang dilakukan terhadap efektivitasnya ialah kurangnya sosialisasi 
mengenai perda ini terhadap masyarakat sehingga masyarakat menganggap tidak 
ada aturan untuk hal itu dan semakin menjadi-jadi dengan yang namanya minuman 
keras di desa tersebut.   
Kebiasaan masyarakat yang gemar dengan minuman keras menjadikan ciri 
khas dari kampung tersebut sehingga dengan adanya perda yang mengatur tentang 
minuman keras tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kurangnya 
pengawasan dari pemerintah. Maslahah mursalah sebagai landasan hukum yang 
digunakan menunjukkan bahwa ketika minuman keras lebih mendatangkan 
manfaat maka pengunaannya masih dalam yang di perbolehkan. Namun, 
sebaliknya jika penggunaannya hanya untuk bersenang-senang tidak 
mendatangkan maslahat maka penggunaannya di larang.  
B. Implikasi 
1. Sejalan dengan uraian kesimpulan di atas, maka implikasi 
akhir dari pembahasan ini adalah bahwa minuman keras di 
desa Kindang sudah menjadi ciri khas dan untuk efektivitas 
perda yang mengatur tentang minuman keras masih belum 
terlaksanan sesuai harapan. 
2. Berdasarkan implikasi di atas, maka maslahah mursalah 
 
 
sebagai analisis yang digunakan dalam menentukan 
bagaimana penggunaan minuman keras di Bulukumba 
khususnya desa Kindang, memperbolehkan apabila 
penggunaannya masih tahap yang mendatangkan maslahat. 
Namun, ketika penggunaannya tidak untuk kemaslahatan 
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